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berikan selalu berhembus ketika penulis lemah.
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PEDOMAN TRANSLITERASI (ARAB LATIN)

Bcrdasarkan Keputusan Bcrsama Meiitcri Agama dan Mcntcri P dan K

Nomor 158 Tahun 1987 dan Nonior 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987

tentang Pedoman Transliterasi Arab-Lalin dengan beberapa penyesuaian menjadi

sebagai berikut;

I Konsonan

Huruf

Arab
Nam a Muriif Latin Nam a

alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan

ba b be

taCi t te

d) Isa te dan ests

Jim je

ha h ha (dengan garis bawah)c
*
c kha kh ka dan ha

dal d de

dza\ dz de dan zet

ra r erJ
«
J zai zetz

sm s es

i-

es dan yesymL>" sy

shad sh es dan ha(J-a

diad dl de dan la

tha th te dan ha

zha zh zet dan ha

‘ain
koma terbalik di atas

Vlll



e gh ge dan hagam

fa f ef«
Ui

kiqaf(J q

kaf k ka6

lam elJ I

mi in emm

U nun enn

waiJ vvcvvJ

ha hali

hamzah apostrof

ya ya ye

II Vokal

> Vokal Tunggal (nionoftong)

Tanda Nama Huruf Latin Nama
Fathah a a
kasrah 1 1

dlammah u u

ujjS ditulis kataba ditulis ctukim

‘J d\iu\isyadzhabu

> Vokal rangkap {d if long)

Tanda dan Huruf Nama Gabungan huruf Nama

fathah dan ya a dan iai(S ● ● ●
●  ̂
S’ a ●

fathah dan wawu a dan uau

●● ditulis kuifa

diiulis hauhi

IX



Ill Maddah

Gabungan
huruf

Tanda dan Huruf Nama Nama

m m m ^ ● ● ● fathah dan alif atau ya a a dan garis di atas

kasrah dan ya 1 i dan garis di atasiS ● ● ●
9  f

dhammah dan vvavvu u dan garis di atas●S’ ’ ● u

jii ditulis qd/a ditulis qlla

LT*J ditulis rumd

Ta' marbuthah di akhir kata

ditulis

IV

Transliterasi untuk ta’ inarbulhah ada dua

> Ta' marbuthah hidup ditulis /t/.

> Ta' marbuthah mati ditulis /h/.

diinWs muzara‘ah

> Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta' marbuthah diikuti oleh kata

yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah

maka ta' marbuthah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh;

ditulis Thalhah

ditulis al-Madinah al-Munawwarah

V Syaddah (Tasydid)

Syaddah (ta.sydid) ditulis dengan huruf yang sama dengan huruf

diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

yang

iJ ditulis rahband

X



ditulis ul-hirr

VI Kata Sandang

> Kata sandang yang diikiiti oleh huruf syamsiyah dilranslilerasikan sesuai

dengan bunyinya, yailu huruf /!/ diganti dengan huruf yang sama dengan

huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

> Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyali ditransliterasikan sesuai

dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang

ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda

sambung/hubung.

Contoh;

ditulis ur-rajulv

ditulis al-qalcmni

VII Penulisan Kata-kata

Penulisan kata-kata dalarn rangkaian kalimat bisa dilakukan dengan dua

cara; bisa perkata dan bisa pula dirangkaikan. Nainun peiuilis memilih

penulisan kata ini dengan dirangkaikan.

ditulis IVa irmalluha lulniwa khairurraziqln

VIII Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalarn EYD,

KX Singkatan-singkata

SWT : Suhhanahu IVa I'a ‘ala

XI
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SAW : ShaUal/aJw 'Alailii WaSaHum

l<iA ; RadhivaUahu ‘An/w

H.R ; Hadits Riwayat

him. ; Halaman

t.th. : Tanpa Tahun

Penterj. ; Penlerjemah

dkk : Dan kawan-kawan

Cel. : Celakan

I'd. : editor

UU : Undang-undang

HAM ; Hak Asasi Mannsia
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BAB I

A. Latar Belalcamg Masalah

Dalam kehidupan, perkawinan merupakan suatu unsur yang amat penting

menjaga kelangsungan hidup manusia secara bersih dan bermartabat. Dengan

perkawinan yang sah pergaulan antara laki-laki dan perempuan akan teijadi

secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia yang menempati tingkat

paling mulia di lengah-tengah makhluk Allah yang lain, Salah satu tujuan dari

perkawinan adalah memperoleh anak keturunan yang sah sebagai

penerus yang saleh, yang akan menciptakan suasana kehidupan penuh dengan

keridlaan Allah SWT. Tenlunya hal ini lidak akan tercapai tanpa sebuah ikatan

yang menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan.

Perkawinan inenurut hukum Islam adalah suatu aqad atau perikatan untuk

menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka

mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa ketentraman seita

kasih sayang yang diridloi Allah.' Bentuk dan ikatan perkawinan ini memberikan

jalan yang aman pada naluri sexsual untuk memelihara keturunan dengan baik

dan menjaga harga din wanita agar ia tidak laksana rumput yang bisa dimakan

oleh binatang leniak manapun dengan seenaknya.'

Ikatan perkawinan akan dianggap sah apabila telah memenuhi

generasi

rukun dan

pcrsyaralan yang ada. 1 !al m, dikarcnakan bcg.tu kokohnya ikatan perkawiran

Trusto Subekti, Dasar-Dasar Perkaw
Slamet Abidin-.Aminuciin man, (Purwokeito: Unsoed, Fak. Hukum, 2003), Wm. 66.

.  I'lqih Mwiukahal. (Bandung. Puslaka Selia, 1999), him. 10.



2

Para ‘ulama Islam menyalakan perkawinan itu adalah ̂ "MUsaqaan Ghalidhaan”

yaitu suatu janji yang kokoh. Sehingga ketika salah satu dari rukun dan

persyaratan tidak terpenuhi maka perkawinan tidak dapat dilaksanakan. Rukun

perkawinan meliputi: calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, ijab

dan kabul." Sedangkan syarat perkawinan meliputi; Mempelai perempuan halal

dinikah oleh laki-laki yang akan menjadi suaminya, dihadiri dua orang saksi laki-

laki, ada wali mempelai perempuan yang melakukan akad/

Salah satu rukun yang begitu penting dan menentukan adalah wali nikah.

Bahkan menurut Syafi‘i tidak sah nikah tanpa adanya wali bagi pihak pengantin

perempuan, sedangkan bagi calon pengantin laki-laki tidak diperlukan wali nikah

untuk sahnya nikah tersebut. ̂  Hal ini sesuai sabda Nabi SAW ;

j
O' 0 * 0 ^ tt oi , ✓ 0 ^

✓

O  sij_!ol Lji : jJLl/j

^  jlkLjli d\^ Cu 143
0 y'

^  bij"J

Diriwayatkan oleh Abu Ddwud, mewartakan kepada kami Muhammad bin

Katsir, mengkhabarkan kepada kami Su/ydn, mewartakan kepada kami Juraij

; Lihaf J, (s.^abaya: Arkola, t.th), him. 183.
5  A^har Bdsyir, Hiikiim Perkawinan Islam, (Yogyakarta: UIl Press, 1999), him. 2.

Asama dan ? \ t J”’ ^^^fkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan
Agama danZakm menuru Hulaim Islam, Get. 1, (Jakarta: Sinar Graf.ka, 1995), him. 2.

ai-Fikr 1994) hl^478 ̂ Asy'ats as Sijistanf, Sunan Ahii Ddwud Jilid 1, (Libanon: Dar



dan Sulaimdn bin Musa dan Az-Zuhn dan ‘UrM'ah dan ‘Aisyah R.A dia
herkala : Rasulullah S.A.IV hersahda: "Ferempuan yang manapun menikah
tanpa seizin walinya, maka nikahnya batil. ” Beliau ucapkannya tiga kali. Jika
laki-lakinya ielah mengumpulinya, maka maharnya baginya karena
yang didapat dari padanya. Jika mereka berselisih, maka sultanlah wali orang
yang tidakpunya wali. ” Hadils ini dikeluarkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Mdjah^

sesuatu

Yang dimaksud dengan wali nikah adalah seorang laki-laki

memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, ‘aqil dan baligh.^ Seorang laki-laki

yang paling berhak dan paling diutamakan menjadi wali nikah adalah

yang

seorang

bapak atau wali nasab yang mempunyai hubungan terdekat dengan mempelai

pereinpuan.

Melihat fenomena yang teijadi banyak sekali dijumpai wali nasab yang

enggan atau menolak untuk bertindak menjadi wali dikarenakan lidak menyetujui

pdihan anak gadisnya untuk kawin dengan laki-laki yang dicintainya. Wali

enggan atau rnenolak menjadi wali disebut wali "adlal.

Dengan adanya wali ^adlal tentunya menjadi permasalahan tersendiri,

khususnya bagi calon mempelai perempuan. Karena dengan ‘ac/Za/nya wali

proses pelaksanaan perkawinan akan terhambat dan akhimya perkawinan tidak

dapat dilangsungkan. Apabila teijadi seperti itu, maka yang menjadi wali ialah

sultan atau hakim, bukan wali yang jauh.‘^

yang

Di negara Indonesia, masalah perkawinan telah diatur dengan amat teliti

dan terperinci. Ini terbukt. dengan telah dibukukannya tala tertib perkawinan

dalam iiukum positif yakni Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang

^ Syinqithy Djamaludin, Tenemah
^ V Asy-Syifa, 1992), him, 26-2 /

Undang-undang Perkawinan di Indonesia, him 185
Mahmud Yunus, Hukum Perkaw

tLanhad. Cet, 12, (Jakarta: Hidakarya Agung,
‘nan Islam Menu

bunan Ahii Ddwud, jilid 3, (Semarang:

rut Madzhab Sydfi ‘i, Hanafi, Mdliki,
1990), him 62
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perkawinan. Ini dikarenakan bagi suatu negara dan bangsa seperti Indonesia

adalah mutlak adanya Undang-undang Perkawinan Nasional yang sekaligus

menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang

selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam

masyarakat kita.
10

Pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 menyatakan perkawinan

ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami

isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan adalah sah apabila

dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku.*’

Pencatatan perkawinan dilakukan pada salah satu lembaga pemerintah

yang mempunyai kewenangan nielakukan pemeriksaan, pengawasan dan

pencatatan perkawinan yaitu Kantor Urusan Agama.

Dalam pemeriksaan perkawinan, rukun dan syarat perkawinan adalah

bagian penting yang harus dipenuhi. Wali nikah merupakan salah satu dari bagian

tersebut. Dengan adanya wali "adlal secara tidak langsung akan menyulitkan

proses pendaftaran perkawinan dimana dalam lembaran N-5 izin orang tua atau

wali sangat diperlukan.

Tidak berbeda dengan hukum Islam, dalam hal wali "adlal atau enggan

maka wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah. Hanya saja di Indonesia

Itihm Smrii Amtis/s Dciri Uiidartg-UtKjang No. I
U74^ K,m,p,la'o kUm. (Jakam, Bumi Aksara, 1996). him 55

Undang-undang Perkawinan di Indonesia, him. 5
Ibid.
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wall hakim boleh bertindak setelah ada pulusan dari Pengadilan Agama. Hal ini

sesuai dengan pasal 23 KHI yang menyatakan; Dalam hal wali ̂ adlal atau enggan

maka wali hakim dapat bcitindak sebagai wali nikah setelah ada putusan

Pengadilan Agama tentang wali tersebut.'^

Adanya kendala dalam proses pemikahan khususnya tentang masalah

‘'adlal masih dapat diupayakan perdamaian. Dengan upaya damai

diharapkan wali nasab ierdekat mau menjadi wali yang semestinya. Upaya-upaya

perdamaian seringkali dilakukan oleh kepala Kantor Urusan Agama. Begitu pula

dengan kepala KUA Kecamatan Purwokerto Utara. Sehingga masalah ini tidak

sampai di meja Pengadilan Agama. Karena kepala Kantor Urusan Agama

Kecamatan Purwokerto Utara berpegang teguh pada prinsip wali nasab terdekat

atau bapak merupakan wali yang paling utama.

Disini terlihat bahwa kepala KUA mempunyai peran yang sangat penting

dalam mengatasi masalah wali "adlal. Berawal dari sinilah penulis tertarik untuk

mencoba meneliti lebih jauh upaya-upaya yang dilakukan oleh kepala KUA

daiam memposisikan wali nasab menjadi wali yang semestinya.

wali

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindan kesalahpahaman baik dalam keluasan pembahasan atau

penyempitan pemaknaan skripsi yang berjudul Peran Kepala KUA dalam

mengatasi masalah Wali 'Adlal (Studi kasus di KUA Keeamatan Purwokerto

/ Tahtm Ratnulyo / erkawiiiaii Islam. Suatu Aaalisis Dari Uiidaiig-findang no.
‘  ‘anun 1974 Dan Kompilasi Hnkiwi Lskim. him 75
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Utara I'ahun 2005), maka penulis akan memberikan penegasan islilah dalam

judul tersebut.

1. WaliMt//a/

Wall "adlal adalah wall yang enggan menikahkan wanita yang telah baligh

dan berakal dengan seorang lelaki pilihannya, sedangkan masing-masing

pihak menginginkan pemikahan itu dilangsungkan.
14

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar bclakang masalah diatas, maka yang dapat penulis

simpulkan sebagai rumusan masalah adalah ;

1. Apa faktor penyebab adanya wali acllal di KUA Kecamatan Purwokerto

Utara?

2. Bagaimana langkah-langkah yang dilakukan olch Kepala KUA Kecamatan

Purwokerto Utara dalam mengatasi masalah wali 'adla!

Tu juan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dalam penulisan skripsi ini dianlaranya adalah ;

a. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab adanya wad ‘'adlal.

b. Untuk mengetahui langkah-langkah yang diupayakan kepala KUA

menangani masalah wali 'adlal.

dalam

Abdul Azis Dahlan (ed), I-'jisiklonedi Huknm
Hoeve, 1996), him, 1339 ' Islam. Cet 1, (Jakarta : Ichtiar Baru Van
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2. Manfaat Penelitian

a. Menambah wacana bagi dunia kcilmuan tcrutama dalam ilmu hukum

Islam mengenai masalah wall "adlal.

b. Memperluas wawasan pengetahuan dan memberikan informasi

ilmiah bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

c. Untuk menambah rcfercnsi, bagi para peneliti untuk mengetahui lebih

jauh peran kepala KUA khususnya dalam mengatasi masalah wali "adlal.

yang

E. Tdaah Pustaka

Telaah pustaka ini dimaksudkan untuk mengemukakan teori-teori yang

relevan dengan masalah yang diteliti. Dari segi ini, maka telaah pustaka akan

menjadi dasar pemikiran dalam penyusunan penelitian ini.

Dalam bukunya yang berjudul luqih Munakahat I, Slamet Abidin dan

Aminudin menuangkan beberapa pemikiran mengenai masalah

sebagai syarat salmya nikah, macam-macam wali dan sifat-sifat wali menjadi

bagian dari pemikiran keduanya. Khusus mengenai terjadinya wali "adlal

keduanya berpendapat perwalian langsung berpindah kepada wali hakim bukan

kepada wali ah’ad. Lain halnya kalau didlalnydi itu karena sebab

dibenarkan oleh

wali. Wali

nyata yang

syara’, maka tidak disebut ̂ adla!^ seperti wanita menikah dengan

pria yang tidak kiifu\ atau menikah maharnya di bawah mitsil atau wanita

dipinang oleh pria lain yang lebih pantas {kuju') dari peminang pertama.

Ahmad Azhar Basyir, dalam bukunya IhAnm Verkamnan Islam dimana

daiam salah satu penibaha.sannya meniuat beberapa hal

15

yang berkaitan dengan

Slciniet Abidm-Aminudin, l iqih Mnnakalhil /, him 97
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penvalian dalam perkawinan. Baik itu syarut-syarat wali, Orang-orang yang

bcrhak mcnjadi wali, tcrlib wali dan yang lainnya. Wali nasab yang menolak

bertindak sebagai wali maka wali hakim dapat menggantikannya setelah

memperoleh kuasa. Di Indonesia, kepala negara adalah presiden yang telah

memberi kuasa kepada pembantunya, yaitu Menteri Agama yang juga telah

memberi kuasa kepada Pegawai Pencatat Nikah untuk bertindak sebagai wali

hakim. Diperingatkan juga bahwa yang dimaksud dengan wali hakim bukan

hakim pengadilan.

Dalam hal wali "acilal atau enggan maka wali hakim dapat bertindak

sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan agama tentang wali tersebut.

Pernyataan tentang wali menurut kompilasi hukum Islam dibahas oleh Mohd.

Idris Ramulyo dalam bukunya yang beijudul Hukum Perkawman Islam, Suatu

Analisis Dari UnJan^-UnJang No. I Tahun 1974 Dun Kompilasi Hukum Islam.

Kemudian hal yang sama mcngenai wali dijelaskan oleh Mahmud Yunus

dalam bukunya Hukum Perkawinan dalam Islam disertai dengan pendapat dari

Syafi‘1, HanafT, Maliki dan Hanbali. Khusus pada masalah wali "adlal mereka

semua sepakat menyatakan kalau wali yang dekat enggan mengawinkan

perempuan kepada jodohnya, maka yang menjadi wali ialah sultan atau hakim,

bukan wali yangjauh.'*^

Sedangkan mustofa Bisri dalam buku h'lkih Keseharian

menerangkan bagaimana jika wall nasab yang berhak tidak ada atau ada tapi

16

/7

Gus Mus

Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, him 44

Na , /Ufa, tVXS VMmg-V,ula,,s

Mankt. 62™'*' 0«/am M„„ Meiiiinil Maihhab Syaji 7, Hamji,
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tidak memeniihi syarat, atau halangan lain, maka pemikahan tetap dilangsungkan

dengan wall hakim. Dalam hal ini wali hakimnya adalah kepala Kantor Urusan

Agama Kecamatan selaku PPN dalam wilayah tersebut.

Pembahasan-pembahasan lainnya mengenai wali terdapat dalam kitab

Fiqh as-sunnah karya Sayyid Sdhic],~'' kemudian dalam kitab al-Fiqh al-Islamy

Wa Adillatuh karya Wahhuh Zuhaily.

pengertian, dasar hukum, syarat dan urutan wali. Serta Ketentuan-ketentoan lain

19

21
Dan semuanya itu menjelaskan tentang

yang berkaitan dengan wali.

Dari beberapa buku yang penulis uraikan di atas temyata belum ada buku

yang secara spesifik membahas tentang masalah w'ali, khususnya masalah wali

‘‘adlal terutama peran dari kepala KUA dalam mengatasi masalah tersebut. Maka

dalam penelitian ini penulis hendak mengisi celah yang ada dari beberapa kajian

terdahulu tentang hal tersebut di atas. Untuk itu penulis memfokuskan diri pada

persoalan prinsip tentang kepala KUA dalam mengatasi masalah wali "adlal.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah sebagai

berikut;

1 . Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research)

yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperjelas kesesuaian antara teori

Mustola Bisri, FMh Kesehanm, (:„sU„s. Cet 6 (Surabaya: Khalista, 2005), him 315.

(Banduu^:^Atrir;r:t:t),wt “2“''
him 186.210“'"’“'’ MillmA JUZ 7 (Damaskus: Dar Al-Fi,r, 1989).

20
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dan praklek. Penelilian lapangan ini pada hakekatnya merupakan metode

untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang apa yang sedang teijadi

pada suatu saal dilengah-tengah kehidupan masyarakat.”" Sebagai objek

kajian adalah masalah wali ‘ac//a/ dan KUA Kecamatan Purwokerto Utara

sebagai lokasi penelitian. Meskipun demikian, penulis juga menggunakan

literatur-literatur lain yang masih berkaitan dengan penelitian ini.

2. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematik

fenomena-fenomena yang diselidiki.'

observasi langsung untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dengan

terjun langsung ke lokasi penelitian di KUA Kecamatan Purwokerto

Utara.

b. Interview

23
Disini penulis melakukan

Interview adalah suatu metode atau cara yang digunakan untuk

mendapatkan jawaban dari responden dengan jalan tanya jawab sepihak.""

Penulis menggunakan metode ini untuk mengumpulkan dan memperoleh

data tentang situasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu

mengenai gambaran umum KUA, lokasi penelitian dan upaya

penyelesaian wali ^adlal. Adapun wawancara akan dilakukan dengan

semua pihak yang berkompeten, seperti kepala KUA dan

KUA, dalam hal ini pihak yang paling utama adalah Kepala KUA

para Staff di

22

200.1). l,l,„ ret 6 (Jakarta: Bum] Aksara.

"T" "● 'Yoeyakana: Andi OfTset, t.th), him 136sunarsimi Ankunto, Prosedur Penelitian Kuntu P.,  / /  n r ; ● n it
(Jakarta: Rineka Cipta, 1998), him. 145 ^ endekatcm Praktek, Edisi Revisi IV

23

24
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c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu pengumpulan data dengan

mengumpulkan bahan-bahan dokumen seperti monogTam atau catatan-

catatan, transkrip, buku, surat kabar, rnajalah, prasasti, notulen.

cara

rapat,

legger, agenda dan sebagainya.*^ Metode tersebut penulis gunakan untuk

melengkapi data yang diperoleh pada KUA Kecamatan Purwokerto Utara,

terutama dokumen maupun catatan yang b^kaitan dengan penelitian ini.

3, Metode Analisis Data

Berdasarkan penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif, maka

penulis menggunakan metode dalam menganalisa data yang diperoleh dengan

mcnggunakan metode deskriptif analisis, yaitu penulis menghubungkan data

yang satu dengan yang lain kemudian penulis mewujudkan hasiln3-a ke dalam

bcntuk data atau kalimat. Analisis yang bertujuan untuk memberikan

deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari variabel yang

diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk

pengujian hipotesis."^’

Selain deskriptif analisis, penulis juga menggunakan content analysis

(analisis isi) untuk mengungkapkan isi sebuah buku.^^ Metode ini penulis

gunakan untuk mengungkapkan isi dari literatur-literatur dan data-data

ada kaitannya dengan penelitian ini.

yang

25
Ibid., him 236.

Imiversity Press, 2001), him. 68 " '

26

27

Cet I, (Yogyakarta: Gajah Mada
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G. Sistematika Penulisan

Halaman formalitas yang berada pada bagian awal skripsi ini terdiri dari

halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto,

halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman pedoman transliterasi

dan daftar isi.

Bab 1, berisi pendahuluan melipuli latar belakang masalah,

istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode

penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II, berisi tinjauan umum tentang wali nikah. Meliputi kedudukan wali

nikah dalam perkawinan yang terdiri dari kedudukan wali menurut hukum Islam

dan kedudukan wali menurutUndang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan, pengertian wali nikah, syarat-syarat dari wali nikah, urutan dan

macam-macam wali, dan wali "adlal.

Bab 111, berisi gambaran umum KUA Kecamatan Purwokerto Utara

meliputi sekilas tentang KUA Kecamatan Purwokerto Utara yang terdiri dari

letak geografis dan fungsi, visi, misi KUA Kecamatan Purwokerto Utara, struktur

orgamsasi KUA Kecamatan Purwokerto Utara dan job deskripsi.

Bab IV, berisi analisa peran kepala KUA dalam mengatasi masalah wall

^adlal meliputi prosedur pendaftaran nikah di KUA, data kasus dan faktor

penyebab adanya wali ''adlal di KUA Kecamatan Purwokerto

penyelesaian kepala KUA dalam mengatasi masalah wali "adlal

Ban V, berisi penutup meliputi kesimpulan. saran-saran dan kata penutup.

Di samping kelima bab di atas, pada bagian terakhir skripsi terdapat daftar

pustaka, larnpiran-lampiran dan daftar riwayat hidup

penegasan

Utara, Upaya



TINJAUAN UMIJM WALI NIKAH

A. Kedudukan Wali Nikah Dalam Perkiiwinan

!. Kedudukan Wali Nikah Menurut Hukum Islam

Salah salu dari rukun nikah yang harus dipenuhi deini terlaksananya

sebuah perkawinan adalah dengan harus adanya wali. Menurut Maliki dan

Syafki, bahwa keberadaan wali adalah termasuk salah satu rukun nikah. Hal

ini sesuai dengan dalil yang paling kuat yang mengisyaratkan adanya wali

dalam suatu perkawinan adalah fnman-Nya ;

( Yr Y : 5>J0 of

“Janganlah kainu menghalang-halangi mereka (para isteri)
imliik rnenikah kembali dengan bekas suami merekaJ ”

“Artinya ;

Menurut Sayyid Sabiq, surat al-Baqarah ayat 232 tersebut tumn

berkaitan dengan riwayat MaA]il Bin Yasar yang menceritakan bahwa ayat

ini turun berkenaan dengan dirinya. Katanya “Saya menikahkan salah

seorang saudara perempuanku dengan seorang pria, tetapi kemudian

diceraikannya. Ketika idda/mySL habis, la datang lagi meminangnya. iViaka

saya jawab: dulu kamu saya jodohkan, saya nikahkan, dan saya muliakan,

tapi kemudian kamu ceraikan. Dan kini kamu datang untuk meminangnya

lagi. Demi Allah! Kamu tidak dapat kembali lagi kepadanya untuk selama-

lamanya”. Lelaki mi orangnya biasa. Tetapi bekas isterinya itu ingin

Departemen Agama R I, Al-Our'an dan Terjemahnya, (Jakarta; Serajaya Santra, 1998),
him. 56

13
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kembali kepadanya”. Lalu Allah menurunkan ayat ini ....maka janganlah

kamu menghalang-halangi mereka”, kemudian saya berkata “sekarang saya

menerima, wahai Rasulullah, dengan ucapannya: maka aku nikahkan

saudaraku itu kepadanya^”.

Al-Hafidz dalam Fathul Bari berkata ; Sebab turunnya ayat

tersebut yang paling tepat adalah karena riwayat tersebut, dan sekaligus

merupakan alasan yang kuat tentang hukum wali. Karena kalau wali itu

tidak ada, buat apa disebutkan “menghalang-halanginya”. Kalau wanita

boleh mengawinkan dirinya sendiri, tentulah tidak akan dikatakan kepada

orang lain “menghalang-halanginya”. Jika memang tidak setuju pada

tindakannya^

Imam Syafi‘i juga mengemukakan pendapatnya berkenaan dengan

ayat tersebut. Menurut Imam SyafFi ayat tersebut merupakan ayat yang

paling tegas mensyaratkan adanya wali dalam perkawinan. Apabila wali

tidak menjadi syarat dalam perkawinan, maka larangan Allah SWT kepada

wali dalam ayat itu tidak akan ada artinya.'*

Dalam sebuah hadits dijelaskan sebagai berikut, Rasulullah SAW

bersabda :

^  fo t t i ̂  ^ a fS ^ ^ ^0 ' a ' ^ ^ t ^

J ̂ ‘ J ̂ ‘ 5^1 ̂.1 ‘ isy J\

^ Sayyid Sabiq, F/M Sutmah Jilid 7, alih bahasa oleh
(Bandung: Al-Ma’arif, t.th), him. 9.

^ Ibid., him. 9-10.

' Abdul Azis Dahlan (ed), Ensikloped, Hukum Islam
1996), him. 1336.

(Jak

Mohammad Thalib, Cet. 20,

arta; Ichliar Baai Van Hoeve,
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hi j ̂ . jsy y j ̂

^1 [jj^\

0 ̂

Diriwayaikan oleh Abu Ddwud mewartakan kepada kita Muhammad bin
Quddmah bin A yana, mewartakan kepada kami Abu ‘Ubaidah al-Haddd
dari Yunus (Yunus dari Abi Burdah dan Isrdil dari Abi Ishaq dariAbi Burdah
dari Abi Musa) dan Isrdil dari Abi Ishdq dari Abi Burdah dari Abi Musa Al-
Asy'ari R.A. bahwa Nahi SAW bersabda: “Tak ada nikah, kecuali dengan
wali.

Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud tersebut menunjukkan

bahwa sungguh tidak sah pernikahan tanpa wali, karena sesungguhnya asal

dalam pengertian nafl itu adalah tidak sahnya, bukan tidak sempumanya/

Kata Imam Syafi‘i, sekalipun hadits ini munqathi’ tetapi para ahlul ‘ilmu

menerimanya karena hadits ini sah menurut Syafi‘i.

Para Fuqaba seperti Syafi‘i, Maliki dan ̂ nbali berpendapat jika

wanita yang baligh dan berakal sehat itu masih gadis, maka hak

mengawinkan dirinya ada pada wali, akan tetapi jika ia janda maka hak itu

ada pada keduanya. Wali tidak boleh mengawinkan wanita janda itu tanpa

persetujuannya. Sebaliknya wanita itupun tidak boleh mengawinkan dirinya

sendiri tanpa restu sang wali/^ Hanya saja menurut Imam Malik wali itu

hanya disyaratkan bagi wanita bangsawan, bukan wanita rendahan (bukan

bangsawan). Jika wanita rendahan (bukan bangsawan ia berhak

8

’ AbT Dawud Sulaiman bin al-Asy‘ats as Sijistani, Sunan Abu Ddwud Juz
al-Fikr, 1994), him. 479.

" Bey Arifin dan A Syinqithy DJamaludin, Terjemah Siman Abu
CV. As-Syfa’, 1992), him. 27.

^ Ach-San‘ani, Suhul as-Saldm, penterjemah Abu Bakar
Ikhlas, 1995), hlm.426.

● Zakiah Daradjat. Iln,„ FU,hJlliJ2. ( YoByakarta Dana Bhakti Wakaf. 1995). him, 77.

dkk r , '●"»<' C. 5. Pemeaemah Maskur AB .
dkk

/, (Libanon; Dar

Ddwud.Jilid 3, (Semarang

Muhammad, Get. 1, (Surabaya; al-

, Get.5 (Jakarta: Lentera Basntama, 2000), him 345

;



16

10
mengawinkan dirinya sendiri. Pendapat ini semata-mata hanya

berlandaskan pada kaidah mashalah mursalah karena orang-orang dari

kalangan bangsawan atau priyayi masih merasa malu bila anak

perempuannya nikah dengan laki-laki dari kalangan orang biasa. Maka

untuk mendapatkan restu sebagai pengakuan dari pihak perempuan,

diperlukan wali dalam akad nikahnya dan masyarakat nantinya akan

menenma atau mengakui pemikahan itu, dan pengantin laki-laki akan

terangkat nasabnya (martabat dan derajatnya)."

Apa yang disampaikan oleh para fuqaha juga. diikuti jumhur ulama,

menurut pendapat jumhur ulama apabila seorang wanita menikahkan diriny

sendiri maka hukumnya tidak sah sesuai dengan sabda Rasulullah SAW;

*  j'o - xo o a i ̂  A a ^ ^ > a * . ̂

'ia 4 ̂  'ia *ta ^ ^ .

a

; Ju -/JU .

J 4^ 4j1 ^1

(di:12

Dihwavaikan dari sunan Ibn Majah, mewartakan kepada kami Jamil bin
Al-Hasan Al- ‘Alaki, mewartakan pada kami Muhammad bin Marwdn al-
‘Uqailiy, mewartakan kepada kami Hisydm bin Hassdn, dari Muhammad
bin Sirin, dari Abi Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda-
"Seorang wanita tidak boleh
Dan ; mengawinkan seorang wanita perempuan.

seorang wanita tidak boleh mengawinkan dirinya sendiri. Maka

)0

Ach-San‘ani, Suhul as-Sa/am, Penterjemah Abu Bakar Muhammad
Mohammad Asmawi, Nikah Dalam Perhincan

Darussalam, 2004), him. 62.

Abi ‘Abdullah Muhammad bin Yazid al-Ofl7v/mT v r
al-Fikr, 1995), hlm.591 Dazv/im, Siman Ibtm Majah Juz /, (Libanon; Dar

hlm.427.

dan Perhedaan, (Yogyakarta:
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sesungguhnya wanita yang melakukan perzinaan, dia ifulah yang
mengawinkan dirinya sendiri.

Tentang keharusan adanya wall ini sesungguhnya telah menjadi

Madzhab jumhur ulama Salaf maupun Khalaf, sampai-sampai Ibnu al-

Mundzir mengatakan; “Tak pemah diketahui adanya suatu riwayat dari

seorang sahabat pun yang berpendapat lain dari madzhab ini”.
14

Berbeda dengan pendapat para jumhur di atas, Imam Hanafi

membolehkan seorang wanita yang telah baligh (dewasa) dan berakal untuk

menikahkan dirinya sendiri tanpa harus persetujuan wali. Akan tetapi,

apabila lelaki yang akan dinikahi wanita itu tidak sepadan atau sebanding

dengannya (kafaah), maka wali berhak menghalangi pemikahan tersebut.

Perbedaan pendapat ini dipicu oleh pemahaman teks hadits yang

diriwayatkan oleh Ibnu Musa di atas. Dalam memandang hadits tersebut

jumhur ulama mengemukakan pengertian la nafiyah berarti tidak sah.

Sedangkan Madzhab Hanafi lebih menginterpretasikannya dengan kata

tidak sempurna. Oleh karena itu, keberadaan wall menurut ulama Madzhab

Hanafi hanya dianjurkan saja, bukan diwajibkan.

Dari uraian pendapat para ulama fikih di

menginterpretasikan hadits Nabi dapat dijelaskan bahwa dengan

mengartikan tidak sah, maka suatu pemikahan tanpa wali dianggap batal.

15

atas dalam

Abdullah Shonhaji, dkk, Tet jemah Sioian Ibnu Mdjah JiHj i (Semaranfi CV As-Syifa’,
1992), him. 626. ^

Ibrahim Muhammad al-Jamal, Fiqih Wamla, aiih bahasa
CV Asy-Syifa’, t th), him. 366

" Abdul Azis Dahlan (ed), Fmiklopcdi Hukurn Islam, him 1

oleh Anshori Umar, (Semarang:

336
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Sedangkan dengan mengartikannya lidak sempuma, maka sualu pemikahan

tanpa wali masih dianggap sah, namun hanya dianggap kurang sempuma

saja.

Selain itu, Madzhab Hanafi juga mengemukakan alasan

berbeda lentang firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 232

Mereka berpendapat bahwa ayat itu tertuju kepada suami, bukan kepada

wali. Demikian juga firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 230

dan 234 yang membangsakan nikah kepada wanita. Menurut mereka, hal ini

menunjukkan bahwa wanita berhak menikahkan dirinya sendiri.'^’

yang

Perbedaan penafsiran antara dua kelompok fuqaha khususnya

Imam Abu Hanifah dan Imam asy-SyafiT adalah disebabkan antara lain oleh

perbedaan dari konsep perwalian dalam perkawinan. Menurut Abu Hanifah

hak perwalian yang dimiliki olch scorang wali didasarkan pada Ullat hukum

{legal reasoning) berupa belum dewasa {ash-shaghir), sedangkan bagi

Imam asy-Syafi‘T hak perwalian itu didasarkan pada ‘//to hukum yaitu

keperawanan/v//;q//7//ai' (al-bikarah). Oleh karena itu bagi perempuan yang

sudah dewasa {al-bikarah al-balighah) boleh menikahkan dirinya sendiri

dan seorang wali tidak boleh menikahkan kecuali atas persetujuannya.y

Sedangkan Imam asy-Syafi‘i justru menganggap bahwa wali punya hak

ijbar untuk menikahkan anak
perempuannya tanpa persetujuannya.

seorang janda yang masih

hak ijbar menurutnya

Tennasuk tidak ada hak ijbar dari wali adalah

kecil {al-tsayyib al-shaghirah) karena ^illat hukum

Ibid.,
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adalah keperawanan {al-bikarah). Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah

sebaliknya janda yang masih kecil harus minta izin walinya ketika hendak

menikah.'^

Dengan adanya perbedaan pendapat para ulama fiqh di atas, wali

perkawinan tetap merupakan suatu khazanah yang selalu menjadi

perdebalan antar ulama. Oleh karena itu, hukum yang past! dan

dengan hukum Islam mengenai keberadaan wali dalam menentukan sah atau

tidaknya perkawinan, akan selalu menyesuaikan terhadap pemahaman dan

penginlerprclasian lerhadap ayal al-Qur’an dan al-Hadils yang menjelaskan

kedudukan wali dalam perkawinan.

2. Kedudukan Wali Menurul Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan

sesuai

Dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan,

akad nikah dilakukan oleh wali sendiri atau diwakilkan kepada pegawai

pencatat nikah atau P3NTR atau orang lain yang menurut Pegawai Pencatat

Nikah (P3NTR) dianggap memenuhi syarat.

a. Akad nikah dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah

(P3NTR), yang mewilayahi tempat tinggal calon isteri dan dihadiri oleh

dua orang saksi.

b. Apabila akad nikah dilaksanakan di luar ketentuan di atas, maka kedua

calon penganlrn atau walinya hams membentahukan kepada Pegaw-ai

'-'‘iK Negara: Wacaaa KeeMa,, Ceaeler dalan, Hulram KCaarga
Islam, C\ ogyakarta: Pusat Studi Gender (STAIN) Puwokerlo dan Unggun Religi, 2005), him. 155
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Pencalat Nikab yang mewilayahi lempat tinggal calon isteri (pasal 23

18
PMA Nomor 3 Tahun 1975).

Dalam pasal 25 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 tahun 1975

tersebut diatur lagi sebagai berikut:

a. Pada waktu akad nikah, calon suami dan wall nikah datang sendiri

menghadap PPN (P3NTR).

b. Apabila calon suami atau Wali Nikah tidak hadir pada waktu Akad

Nikah disebabkan keadaan memaksa, maka dapat diwakilkan kepada

19
orang lain.

Undang-Lindang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan,

menganggap wali adalah izin dari orang tua, itupun bila calon mempelai

baik laki-laki maupun wanita yang belum dewasa yakni belum mencapai 21

(dua puluh satu) tahun, jika telah mencapai 21 tahun ke atas tidak lagi

diperlukan izin dari orang tua.
20

Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang merupakan

pengembangan dari Hukum Perkawinan yang tertuang dalam Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974. Karena itu, ia tidak lepas dari misi yang

diemban oleh Undang-Undang Perkawinan tersebut, kendatipun cakupannya

hanya terbatas bagi kepentingan umat Islam. Antara lain, kompilasi mutlak

harus mampu memberikan landasan hukum perkawinan yang dapat

Mohd Idns Ramulyo, Huh.n,

No. / m-lda,, H„h„„ hhm. (Jakarta B„,„i Aksara IWdl him aaa
//)/(/, him 222 ’

20
IhiJ^ him 224
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dipegangi oleh umat Islam."’ Pada pasal 19 menjelaskan bahwa wall nikah

dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon

mempelai wanita yang bertindak menikahkannya."" Oleh karena itu, tidak

hanya dengan izin orang taa saja perkawinan dapat dilangsungkan.

Keberadaan wali nikah juga hams dipenuhi sebagai rukun perkawinan agar

perkawinan dapat dilangsungkan. Hal ini dikarenakan, hukum yang berlaku

di negara Indonesia berpegang penuh pada pendapat Syafi‘i yang

mengatakan tidak sah perkawinan tanpa adanya wali.

B. Pengertian Wali Nikah

Perwalian dalam term fiqih disebut wildyah,^' yang bisa diartikan

penguasaan dan perlindungan. Kata wilayah secara etimologi mempunyai makna

lebih dari satu. Fertuma, wilayah bisa berarti pertolongan {nusraii)'^

Sebagaimana disebutkan dalam al-Qur’an, “Barang siapa menolong Allah dan

Rasul-Nya, dan orang-orang beriman, sesungguhnya penolong Allah adalah

orang-orang beamtung” (QS. al-Maidah: 56) Kedua, wilayah juga bisa berarti

cinta {mahahhahf' sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur’an, “Orang mukmin

laki-laki dan orang mukmin perempuan satu sama lainnya saling mengasihi”

(QS. at-Taubah: 71)."^ Ketiga, wilayah juga bisa berarti as-Sultan, kekuasaan

Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995), him. 55.
lindang-Undang Perkawinan di Indonesia, him 185

Sayyid Siibiq, Fiqhu as-Sunnahjuz 2, (Beinit: Dar al-Fikri, t th), him

Wahbah az-Zuhaily, Al-Fuih al-Islamy Wa Adillatuh Juz 7, him. 186

Departemen Agama R.l. Al-Our’andan Terjemahnya, him

^NM^^h ̂ u.-Zumy,AI-l■u,hal-Islcuuy Wu Addlatuh.luz 7 him 186

Departemen Agama R.i, Al-Qur an dan Terjemahnya, him 291

170.

27
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dan kemampuan.^*^ Oleh karena itu, kata penvalian monunjukkan banyak makna

yang disesuaikan dengan objeknya pcrwalian itu sendiri.

Adapun penvalian dalam perkawinan menurut Muhammad Jawad

Mugliniyah, adalah suatu kekuasaan atau kewenangan syar‘i atas segolongan

manusia, yang dilimpahkan kepada orang yang sempuma, karena kekurangan

tertentu pada orang yang dikuasainya itu, demi kemaslahatan sendiri.'^ Hal

senada dinyatakan oleh Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh as-Sunnah,

mendefinisikan perwalian adalah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan

kepada orang lain sesuai bidang hukumnya.^'^' Oleh karena itu, perwalian dalam

pcmikahan merupakan pcncntu atas legalisasi sah atau tidaknya suatu

pemikahan. Karena wali dalam perkawinan adalah orang yang paling berhak

mengawinkan seorang perempuan.

Jadi, perwalian merupakan ketentuan hukum yang sangat urgen demi

kemaslahatan dan tcrlaksananya hak dan kewajiban yang diberikan oleh

seseorang kepada orang yang benar-benar mampu dalam melaksanakan

perbuatan hukum sesuai dengan apa yang diamanatnya, terutama penvalian

dalam pemikahan.

0. Syarat-syarat Wali Nikah

Tidak sembarang orang bisa menjadi wali karena bertanggung jawab

terhadap sahnya akad nikah yang dilangsungkan. Menurut Wahbah az-Zuhaily,

2X

Wahbah az-Ziihaily, Al-Fiqh al-lslamy I'Ve/ AdUhtuh .hr

Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih I.inui Madzhah

Sayyid Sabiq, Idqhu as-Sutmah Juz 2. him I 1 l

7, him 186

Cet. 5, Penteijemah Maskur AB,

29

Ikk, him. 345
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syaral-syarat orang yang berhak menjadi wali ada lima. Dua syarat telah

disepakati para Fuqaha, dan tiga syarat lainnya masih diperdebatkan. Syarat-

syaral Icrscbut adalah;

1 . Adanya hubungan darah, dengan syarat baligh, berakal dan bukan hamba

sahaya. Oleh karena itu, anak kecil, orang gila, cacat mental dan pemabuk

tidak boleh menjadi wali. Bogitu juga dengan orang yang cacat penglihatan

karena umumya yang sudah tua ataii orang yang sudah pikun dan hamba

sahaya. Mereka selain hamba sahaya tidak boleh menjadi wali karena tidak

sempumanya akal. Sedangkan wali menuntut adanya kesempumaan. Adapun

hamba sahaya tidak boleh menjadi wali karena sibuk melayani majikannya

dan ia tidak boleh mengurusi hal-hal lain.

2. Antara wali dan yang diwalikan satu agama. Seorang muslim tidak boleh

menjadi wali atas selain muslim, begitu juga sebaliknya. Menurut Madzhab

Hanbali dan Hanafi, seorang wali tidak boleh menikahkan orang kafir dengan

perempuan muslim begitu juga sebaliknya. Sedangkan menurut Madzhab

Syafi‘1 dan lainnya, wali yang kafir boleh menikahkan perempuan kafir baik

calon suaminya itu kafir atau muslim. Sedangkan menunit Madzhab Maliki

wali kafir hanya boleh menikahkan perempuan ahli kitab dengan

muslim.

orang

Sedangkan tiga syarat lain yang masih diperdebatkan. yaitu

Laki-laki. Jumhur ulama selain Madzhab Hanafi berpendapat bahwa i

sebagai syarat wali. Oleh karena itu, wanita tidak boleh

i

menjadi wali

ni

, karena

wanita tidak bisa ntenjadi wal, atas d.nnya send.n, Sedangkan Madzhab
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Hanafi berpendapal bahwa laki-laki lidak menjadi syaral di dalam lelapnya

perwalian. Menurut mercka seorang wanita yang baligh, berakal bisa

menjadi vvali pemikahan sebagai ganli dari orang lain dengan jalan memberi

kuasa atau menjadi wakil.

2. Adil yaitu, menelapi agama dengan jalan melaksanakan segala kewajiban

agama dan menjauhi dosa besar seperti, zina, minum khamr, durhaka

terhadap kedua orang lua dan sebagainya. Dan juga lidak lerus menerus

melakukan dosa kecil. Menurut Madzhab Syafi‘i‘ dan Madzhab Hanbali, ini

semua menjadi syaral perwalian. Oleh karena ilu, orang yang lidak adil atau

fasik lidak boleh menjadi wali.

3. Mursyid. Menurut Madzhab Hanoali berarti mengelahui kafa‘ah dan

kemaslahatan-kemaslahatan dalam pemikahan. Mursyid bukan hanya bisa

menjaga harta, karena mursyid berbeda-beda pada setiap tempatnya.

Menurut Madzhab SyatVi, mursyid bemia‘na lidak menyia-nyiakan harta.

Madzhab Syafi‘i dan Hanbali berpendapal lagi bahwa mursyid merupakan

syaral dalam lelapnya perwalian. Karena orang yang tercegah kewaliannya

karena bodoh, lidak bisa menjadi wali alas dirinya sendiri dan ia juga lidak

bisa menjadi wali alas orang lain. Apabila orang yang bodoh lidak lercegah

menjadi wali, maka ia boleh menikahkan orang lain menurul pendapal yang

bisa dijadikan pegangan menurut Madzhab Syafi‘i.'^‘

Dalam buku Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan, Mohammad

Asmawi juga memaparkan pendapal para ulama lenlang syaral menjadi wali.

Wahbah az-Zuhaily, Al-Fiqh al-Islamy Wa Adillaluh Juz 7 him 195-198
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Syarat selain Islam, baligh dan berakal sehat yang disepakati oleh Maliki, Syafi‘i

dan Hanbali adalah haras laki-laki. Di samping itu, seorang yang menjadi wall

harus lertanam dal am jiwanya sikap adil, bukan orang yang masuk kategori

lasik.-'

Scdangkan pendapat iianatT tidak mempermasalahkan orang yang

menjadi vvali harus adil, orang fasik pun dibolehkan menjadi wali karena sejak

zaman dahulu tidak pemah teijadi pemilihan antara orang yang adil dan orang

yang fasik.

Syaikh Izzudin, seorang ulama dari kalangan Syafi'iyah, setuju

terhadap pendapat yang dikemukakan Hanafi, bahwa maksud adil adalah orang

yang mempunyai kemampuan dalam meinilih jodoh anaknya sehingga anaknya

benar-benar berada dalam tanggung jawab suaminya, bukan berarti harus adil.

Jadi, wali itu tidak harus adil tetapi seseorang yang bisa mengarahkan anaknya

dan menantunya ke arah masa depan yang baik dan tercipta sebuah keluarga

yang baik pula.
.14

Dalam KHI pasal 20 ayat 1 menjelaskan bahwa yang bertindak sebagai

wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni

muslim, aqil dan baligh. Empat syarat ini cukup memenuhi persyaratan untuk

menjadi wali. Syarat adil tidak mendapat tekanan. Asal seseorang menyatakan

beragama Islam, di samping adanya syarat-syarat baligh, berakal sehat, dan laki-

laki, sudah dipandang cukup bertindak sebagai wali.
.16

.12

Mohammad Asmawi, Nikah Dalam perhincangan dan Perhedaan (Youvakarta.
Darussalam, 2004), him. 67

.2.2
/hid.

.u
I hid.

Undang-lIndang I’erkawinan di Indonesia, him 185

Ahmad Azhar Basyir, Hnknm Perkawman Islam, him 41
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D. llrutan dan Macam-inacam Wali

1. Urutan Wali

Strukturisasi wali atau posisi peringkat yang hams didahuiukan untuk

menjadi wali terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Perbedaan ini

lerjadi karena tidak ada nash yangjelas dari al-Qur’an dan Hadis. Para ulama

menarik suatu kcsimpulan bahwa urutan ranking yang harus didahuiukan

dalam masalah perwalian ini diqiyaskan pada tertib urut-urutan ahli
●  37

wans.

Mohammad Asinawi mengulip dari kitab Subul as-Salaam

mcnjelaskan bahwa al-Qur’an dan Hadis memang lidak memberikan

informasi tentang stmkturisasi wali karena masalah perwalian ini telah

dikenal sejak masa Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, sehingga

para sahabat tidak perlu lagi penjelasan dari Nabi Muhammad SAW secara

38
detail.

Menurut pe.idapat Imam SyaliH, orang-orang >ang berhak menjadi

wali ialah bapak. Kalau bapak telah meninggal atau tidak mencukupi syarat-

syarat menjadi wali, seperti gila, maka yang menjadi wali ialah nenek (bapak

dari bapak). Kalau nenek tidak ada maka yang menjadi v/ali nenek-nenek dan

begitulah seterusnya sampai keatas. Kalau nenek-nenek tidak ada sampai ke

atas, maka yang menjadi wali ialah saudara laki-laki kandung (seibu sebapa)

kalau tidak ada. maka saudara laki-laki sebapa. Kalau saudara

sebapak tidak ada, atau ada tetapi tidak mencukupi syarat-syarat menjadi

wali, maka yang menjadi wali ialah anak laki-laki dan

laki-laki

saudara laki-laki

37

Mohammad Asmawi, Nikah Da/am Perhmcangan Jan Perbedaan^ him
Ibid

68.
.,
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kandung, kalau tidak ada, maka anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak

dan begitulah seterusnya sampai kc bawah. Kalau anak laki-laki dari saudara

laki-laki sebapak tidak ada sampai kc bawah, maka yang menjadi wali paman

(saudara dari bapak) kandung, kalau tidak maka paman sebapak. Kalau

paman sebapak tidak ada, maka yang menjadi wali anak paman kandung,

kalau tidak ada, maka anak paman sebapak dan begitulah seterusnya.

Sedangkan menurut Imam HanalT wali-wali itu ialah menurut tertib

dibawah ini:

a. Anak laki-laki, cucu dan seterusnya sampai ke bawah.

b. Bapak, nenek (bapa dari bapa) dan seterusnya sampai ke atas.

c. Dan seterusnya seperti termaktub dalam Madzhab Syafl‘i.

Kalau wali-wali tersebut di atas tidak ada, maka yang menjadi wali

ialah sebagai berikut:

a. Ibu.

b. Ibu dari bapak.

c. Anak perempuan.

d. Anak perempuan dari anak laki-laki

e. Anak perempuan dari anak perempuan.

f. Anak perempuan dari cucu laki-laki.

g. Anak perempuan dari cucu perempuan dan begitulah seterusnya
sampai ke bawah.

h, Bapak dari ibu.
i. Saudara perempuan kandung.
j. Saudara perempuan sebapak.

k. Saudara seibu dan anak-anaknya.

1. Bibi (saudara perempuan dari bapak).
m. Saudara laki-laki dari ibu (mamak).
n. Saudara perempuan dari ibu.

o. Anak perempuan dari paman dan bibi.

y)

Mahmud Yunus, Hiikiim Ferkawinan Dalam Islam
Mdhki, Hanbali^ him. 55-56

f’K’nnriit Madzhab Sydfi'i, Hanafi.



1

28

40
p. Kemudian anak-anaknya dan begitulah seterusnya.

Menurut Maliki, peringkat wali yang harus didahulukan adalah

sebagai berikul;

a. Ayah,
b. Al-Washi (orang yang menerima wasiat dari ayah untuk menjadi wali).

c. Anaknya yang laki-laki, meskipun anak yang bersangkutan hasil dari
pcrzinahan.

d. Cucu laki-laki.

e. Saudara laki-laki yang sekandung.
f. Saudara laki-laki yang seayah.

g. Anak laki-laki dari saudara sekandung.
h. Anak laki-laki dari saudara yang seayah.

i. Kakek yang seayah.

j. Paman yang sekandung dengan ayah,
k. Anak laki-laki dari paman yang sekandung dengan ayah.

I. Paman yang seayah dengan ayah,
m. Anak laki-laki dari paman yang seayah dengan ayah,

n. Ayah dari kakek.
o. Pamannya ayah,

p. Orang yang mengasuh perempuan yang bersangkutan.
41

Menurut Maliki, seorang yang mengasuh perempuan yang telah

meninggal bapaknya dan tak ada lagi keluarganya, sehingga dia yang

mendidik perempuan itu beberapa tahun lamanya, maka ia berhak menjadi

wali bagi perempuan itu.

Lain dari bapak menurut Maliki, ada lagi wali umum namanya,

Yaitu tiap-tiap orang Islam berhak menjadi wali sebagai fardlu kifayah.

Apabila seorang perempuan mewakilkan kepada seorang laki-laki muslim

untuk melakukan akad nikah, lalu dikawinkannya perempuan itu, maka

sahlah perkawinan itu, menurut Madzhab Maliki, tetapi dengan syarat

perempuan itu orang kebanyakan dan tak ada lagi bapanya atau wm/i/nya.

40
Ibid., him. 56.

Mohammad Asmawi, Nikah Dalam Perbmcangan dan Perbedaan. him 70-71
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Maka pada hakikatnya perempuan kebanyakan ilu perlu juga memakai wali.

yaitu wali umum, hanya yang tidak perlu ialah wali khusus. Kalau

perempuan itu melakukan akad nikah dengan sendirinya, maka perkawinan

-> 42
itu tidak sah menurut Maliki.

Menurut Hanafi, susunan tertib yang hams didahulukan untuk

menjadi wali adalah sebagai berikut:

Anak laki-laki, cucu laki-laki, dan seterusnya sampai ke bawah.

b. Ayah, kakek (ayah dari ayah), dan seterusnya sampai ke atas.
c. Saudara laki-laki yang sekandung.

d. Saudara laki-laki yang seayah.

e. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang sekandung.
f. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seayah, dan seterusnya

sampai ke bawah.
g. Paman yang bersaudara dengan ayah yang sekandung.
h. Paman yang bersaudara dengan ayah yang seayah.
i. Saudara sepupu atau anak laki-laki dari paman yang bersaudara

dengan ayah yang sekandung.

j. Saudara sepupu atau anak laki-laki dari paman yang bersaudara

dengan ayah yang sekandung, dan seterusnya sampai ke bawah.

a.

43

Tertib wali dalam menikahkan perempuan seperti di atas adalah

pendapat SyafTi dan Hanbali. Pendapat Hanbali lebih luwes sedikit, dan

memang diakui bahwa tertib antara wali-wali itu mempakan kehamsan,

tetapi bila teijadi ada wali yang berada di umtan bawah menikahkan

perempuan maka akad nikah yang dilangsungkan itu tetap sah, dengan

syarat telah disetujui atau diberi izin oleh wali yang berada di atasnya.

Sedangkan Maliki berpendapat, bahwa tertib wali secara berurutan

bukan mempakan kehamsan yang mutlak. Wali yang berada di umtan

44

yang

42
Mahmud Yunus, Hiikiim Perkawinan Dalam Islam

Maliki, Hanbali, him. 57.

Mohammad Asmawi, Nikah Dalam Perhincangan dan Perhedaan, him
Ibid., him. 73.

mennnil Madzh

4.1

44

ah Sydfi'i. Hanafi,

71-72
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paling bawah boleh menikahkan perempuan meskipun ada wali yang di

atasnya, dengan syarat wali yang di atasnya itu bukan wali mujhir. Kalau

masih ada wali mujhir, vvali-wali yang ada di umtan bawahnya tidak boleh

menikahkan perempuan.

Sesuai dengan ketentuan hukum di Indonesia yang dianut oleh

orang Islam tentang urutan wali berdasar pada KHI pasal 21 yang

menjelaskan bahwa;

a. Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan.

45

kelompok yang salu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat

tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

Fertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni

ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara

laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

Kedga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki

kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara

laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.

b. Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang

sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali

ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai

wanita.

45
Ihid^
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c. Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang

paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat

yang hanya seayah.

d. Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama-

sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka

sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang

4f.
Icbih tua dan mcmcnuhi syarat-syarat wali.

Dalam KHl pasal 22 juga dijelaskan, apabila wali nikah yang

paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau

oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah

udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain

47

menurut derajat berikutnya.

2. Macam-macam Wali Nikah

Wali nikah terbagi menjadi empat macam menurut Slamet Abidin

dan Aminuddin dalam bukunya Fiqh Munakahat Jilid /, yaitu: wali nasab,

wali hakim (sultan), wali tahkim, dan wali maula.
48

a. Wali Nasab

Wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan

w^anita yang akan melangsungkan pemikahan. Tentang urutan wali nasab,

terdapat perbedaan pendapat di antara ulama fikih. Imam Malik

40

Ihidang-Undanff PerkaM’inan di Indonesia, him. 185-186.

Ibid.

Slamet Abidin dan Aminuddin, Fu/h Munakahat .JUid 1, him 89

47
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mengatakan bahwa, penvalian itu didasarkan atas keashabahan, kecuali

anak laki-laki, dan keluarga terdekat lebih berhak untuk menjadi wali.

Urut-urutan yang termasuk menjadi wali nasab menurut jumhur

49

ulama fikih adalah;

1) Ayah,
2) Ayahnya ayah (kakck) torus kc atas,
3) Saudara laki-laki seayah seibu,
4) Saudara laki-laki seayah saja,
5) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah seibu,

6) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah,

7) Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah seibu,

8) Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah,
9) Anak laki-laki no. 7,

10) Anak laki-laki no. 8 dan seterusnya,
11) Saudara laki-laki ayah, seayah seibu,
12) Saudara laki-laki ayah, seayah saja,
13) Anak laki-laki no. 11,
14) Anak laki-laki no. 12,

15) Anak laki-laki no. 13 dan seterusnya.
50

Wali nasab dibagi menjadi dua, yaitu wali aqrab (dekat) dan

wali ah 'ad (jauh). Dalam urutan di atas yang temiasuk wali aqrab adalah

nomor unit 1, sedangkan nomor 2 menjadi wali ah'ad. Jika nomor 1 tidak

ada, maka nomor 2 menjadi wali aqrab, dan nomor 3 menjadi wali ab ‘ad,

dan seterusnya.
51

Adapun perpindahan wali aqrab kepada wali ab'ad adalah

sebagai berikut:

1) Apabila wali aqrabnya non muslim.

2) Apabila wali aqrabnya fasik.

3) Apabila wali aqrabnya belum dewasa.

Ihid.,

Ihid., him 90-91

Ihid., him. 91 .
51
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4) Apabila wali aqrabnya gila.

5) Apabila wali aqrabnya bisu/tuli.^”

Diantara urutan wali nasab diatas menurut Syafi‘i ada yang

berhak menjadi wali mujhir. Wali mujbir artinya wali yang boleh

memaksakan perkawinan kepada anaknya, sehingga boleh ia

mengawinkan anak perempuannya dengan tiada meminta izin lebih

dahulu.^' Wali Mujhir yailu ialah bapak, nenek dan seterusnya sampai ke

atas. Lain dari pada itu ialah wali yang bukan mujbir, seperti saudara,

anak saudara, paman dan sebagainya. Wali mujbir boleh mengawinkan

anak perempuannya yang masih kecil dan yang sudah baligh, berakal dan

perawan dengan tiada meminta izin lebih dahulu kepada anak perempuan

itu. Begitu juga anak yang gila, laki-laki atau perempuan, kecil atau

54
besar.

Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW:

if. (jLi-uu UjJj- L

‘ 03 O OO O-i 30') : 'Jii Jil ■'

d ^

✓ 0
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Dinwayatkun oleh Abu Ddwud, niewartakan kepada kami Ahmad bin

Hanbal, mewartakan kepada kami Sufydn dari Ziydd bin Sa‘d dan

Ibid.,

Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut 
Madzhah SydfiJ, Hanajt,

Malikt, Hanhali, him 64 ’ ~

Ibid.,

Abi Dawud Sulaiman bin al Asy’ats as Sijistani, Sunan Abi Ddwud Jilid

53

54

55

y, him. 482
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"Abdullah bin Fudlal berkata: janda Hu berhak tentang dirinya daripada
walinya sedung perawan dikonsultasi oleh ayahnya""^^'

Perintah yang terkandung dalam hadis di atas, menurut Syafi’i,

adalah anjuran sunnah, bukan perintah wajib. Seorang ayah yang

menikahkan anak perempuannya yang masih perawan disunnahkan minta

persetujuan terlebih dahulu sebagai langkah untuk menyenangkan

hatinya.
57

Seorang wali dibolehkan menikahkan anak perempuannya yang

masih perawan tanpa minta izin terlebih dahulu harus memenuhi syarat-

syarat sebagai berikut:

1) Tidak ada permusuhan antara wali mujbir dengan anaknya.

2) Dinikahkan dengan laki-laki yang selura dan selevel.

3) Laki-laki yang menjadi jodohnya harus bisa membayar mas kawin

tidak kurang dari rnahar mitsil.

4) Tidak dinikahkan dengan laki-laki yang tidak mampu membayar mas

kawin.

5) Tidak dinikahkan dengan laki-laki yang cacat fisik maupun psikis

sehingga perjalanan rumah tangganya tidak harmonis dan sering

terjadi percekcokan.

Sedangkan menurut Sudarsono dalam bukunya Hukum

Kekeluargaan Nasional selain 5 syarat di atas, ia menambah satu syarat

5S

Bey Arifin clan A Syinqiiliy Djamaluclin, Terjemah Simaii Ahii DduiiJ Jilki 3 him 34

Mohammad Asmav/i, Nikah Dalam Perhincangan dan Perhedaan him 78-79
Ihid., him.78.
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penting yaitu, jika putrinya tidak mengikrarkan bahwa ia tidak perawan

59
lagi.

Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka hak ijbar

menjadi gugur. Sebenarnya ijhur bukan harus diartikan paksaan, letapi

60
lebih cocok bila diartikan pcnp,arahan.

Sedangkan berbeda menurut Hanball, yang dapat menjadi vvali

mujhir adalah ayah dan washi. Bila kedua orang ini tidak ada maka yang

berhak menyandang wali t7U4jhir adalah hakaim dengan syarat bahwa

perempuan yang bersangkutan sudah layak dinikahkan. Kedudukan dan

fungsi wali mujhir dalam pandangan Hanbali sania dengan pendapat yang

drkeniukakan oleh Syafi‘i/’'

Menurut Maliki, wali nasab yang bisa menjadi wali fnujbir

adalah ayah dan IVashi dengan syarat ayah dari anak perempuan yang

bersangkutan telah meninggal dunia. Wasiat yang diucapkan itu harus ada

bukti baik secara tertulis maupun lisan yang diucapkan dengan adanya

Ucapan itu misalnya seperti, “Engkau

washiku untuk mengawinkan anak perempuanku.” Atau, “Engkau

washiku untuk mengawinkan anak perempuanku kepada si polan, atau

kepada siapa yang engkau sukai.

62

orang yang menjadi saksi.

„63

59
Sudarsono, Hi/kum Kekeluargaan Nasional, (Jakarta: Rineka Cipta,1991) him 71
Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiijih Munakahat Jilid /, him. 96,

Mohammad Asmawi, Ntkah Dalam Perhincangan dan Perhedaan him
Ibid., him 80.

Mahmud Yunus, H„h,m l■crta«m„ Mcmn., Mudzhah Xydflt Hmafl. Mdl,kl. Hanball.

79-80
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Wali mujhir ini boleh mcnikahkan perempuan yang masih kecil

bahkan boleh menikahkan perempuan yang kurang waras baik masih

kecil maupun sudah menginjak dewasa. Terhadap perempuan-perempuan

yang masih perawan atau yang sudah janda dan masih berusia muda, wali

ini juga dibolehkan menikahkan dengan laki-laki yang menjadi

piliharnya, tetapi haknya tidak mutlak dan mengandung syarat tertentu.

Apalagi terhadap perawan yang memiliki pribadi matang dan bisa

menal'kahkan dirinya sendiri, alau terhadap janda yang berusia tua, wali

ini tidak boleh menikahkan dengan laki-laki pilihannya sendiri tanpa

minta izin terlebih dahulu dari mereka.

Sedangkan wali mujhir, menurut Hanafi, adalah setiap orang

yang tercantum dalam strukturisasi wali. Mereka semua bisa disebut

sebagai wali mujhir. Fungsi wali mujhir adalah hanya terbatas pada anak-

anak kecil baik laki-laki maupun perempuan, mereka berhak menjadi

wali.

M

65

Adapun perempuan yang sudah dewasa dan bisa menentukan

baik buruk sesuatu, baik perempuan itu masih perawan atau sudah janda,

boleh menikahkan dirinya sendiri dengan laki-laki yang dicintai tanpa

memerlukan wali lagi, dengan syarat calon suaminya memiliki status

sama denganriya. Tetapi, kalau suaminya memiliki status tidak sama dan

sering terjadi percekcokan dalam menjalani persoalan kehidupan rumah

tangganya, maka walinya berhak menggugat cerai kepada suaminya.
66

64

Mohammad Asmawi, Nikah Dalam Perbiucaugaii dan Perbedaan him 80
//./i/., him. 80-81.

Ibid..

65
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b. Wali Hakim

Sebagaimana telah disebulkan, wali yang lebih jauh hanya

berhak menjadi wali apabila wali yang yang lebih dekat tidak ada atau

tidak memenuhi syarat-syaral wali. Apabila wali yang lebih dekat sedang

bepergian atau tidak di tempat, wali yang jauh hanya dapat menjadi wali

apabila mendapat kuasa dari wali yang lebih dekat itu. Apabila pemberian

kuasa tidak ada, pemalian pindah kepada sultan (kepala negara) atau

yang diberi kuasa oleh kepala negara. Di Indonesia, kepala negara adalah

presiden yang telah memberi kuasa kepada pembantunya, yaitu Menteri

Agama yang juga telah memberi kuasa kepada Pegawai Pencatat Nikah

67
untuk bcrtindak scbagai wali hakim

Wali hakim ialah penguasa atau wakil penguasa yang berwenang

dalam bidang perkawinan. Beralihnya wali kepada wali hakim dapat

digambarkan sebagai berikul; Anda adalah orang yang menjadi wali

dengan kedudukan sebagai saudara mempelai perempuan, lebih dekat

dengan pamannya. Bila anda mempunyai mani’ (halangan) karena

dipenjarakan yang tak mungkin bertindak melaksanakan hak anda sebagai

wali, hak walinya tidak beralih kepada paman, tetapi yang bertindak

selaku wali nikah hams wali hakim. Halangan lain yang menjadikan wali

hakim hams bertindak sekalipun urutan wali nikah masih ada yaitu bila

wali terdekat sedang ihram haji, atau ternyata membangkang untuk

menikahkan. Wali yang membangkang ini dihukumi sebagai wali adlal.

67

Ahmad Azliar Basyir, Hnkum Perkawinan Islam, him 43
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Bisa juga ma/?/’ lain lagi yaitu wali itu sendiri justru yang hendak menjadi

mempelai lelaki yang kawin dengan perempuan dibawah walinya itu.

Adanya wali hakim berlandaskan pada sabda Rasulullah SAW :

68
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Diriwayalkan oleh Abu Ddwud, mewartakan kepada kami Muhammad

bin Kalsir, mengkhabarkan kepada kami Sufydn, mewartakan kepada
kami ibn Juraij dari Sulaimdn bin Musd dari Az-Zuhri dari 'Urwah dari

‘Aisyali R.A dia berkatu : Ra.suluiluh S.A.IV bersabdu: “Perempuan yang
manapun menikah lanpa seizin walinya, maka nikahnya balil. ” Beliau

ucapkannya tiga kali. Jika laki-lakinya telah mengumpulinya, maka

maharnya baginya karena sesuatu yang didapat dari padanya. Jika

mereka berselisih, maka sultanlah wali orang yang tidak punya wali. ”
Hadits ini dikeluarkan oleh Tirmidzl dan Ibnu Mdjah.

Seumpama tidak ada wali hakim, maka langkah terakhir,

menurut Maliki dan Hanafi, yang hams menjadi walinya adalah

laki-laki yang dinilai paling baik di antara umat Islam

lingkungan sekitarnya.

orang

yang ada di
71

68

Achmad Kuzari. Mto* /Vto,. (Jakarta: RajaGrafi,,do Persada 1995) him 43

Abu Dawud SulaimSn bi„ al Asy’als aa Sijisiaui, .jj, ,^5

Bey Anfin dan A Syinqqi.hy Djamaludm. y,.

Mohammad Asmawi, Nikah Dalam Perhin
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Adanya wali hakim apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

Tidak ada wali nasab.1)

Tidak cukup syaral-syarat pada wali aqrah atau wali ah ‘ad.

Wali aqrab ghaih atau pergi dalam perjalanan sejauh ± 92.5 km atau

dua hari perjalanan.

2)

3)

Wali aqrah dipenjara dan tidak bisa ditemui.4)

Wali aqrahnyz ‘adlai5)

Wali aqrahnya. berbelit-belit (mempersulit).6)

Wali aqrahnya. sedang ihram.7)

Wali aqrahnya scndiri yang akan mcnikah.8)

Wanita yang akan dinikahkan gila, tetapi sudah dewasa dan wali9)

mujbir tidak ada.

Dan wali hakim tidak berhak menikahkan:

Wanita yang belum baligh.1)

2) Kedua belah pihak (calon wanita dan pria) tidak sekufti’.

3) Tanpa seizin wanita yang akan menikah.

72
4) Di luar daerah kekuasaannya.

c. Wali Tahkim

Dalam keadaan tertentu, apabila wali nasab tidak dapat bertindak

sebagai wali karena tidak memenuhi syarat atau menolak, dan wali hakim

pun tidak dapat bertindak sebagai wali nasab karena berbagai macam

sebab, mempelai yang bersangkutan dapat mengangkat seseorang menjadi

Slamet Abidin dan Aminuddin, I'uiih Munakahal Jilui /, him 92-93
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walinya untuk memenuhi syarat sahnya nikah bagi yang mengharuskan

7}
ada wali. Wali yang diangkat oleh mempelai disebut wali muhakkam.

74
Atau dapat disebut juga dengan wali tahkim.

Misalnya, apabila seorang laki-laki beragama Islam kawin dengan

seorang perempuan beragama Kristen tanpa persetvjuan orang tuanya,

biasanya yang bcrwcnang bcrtindak scbagai wali hakim di kalangan umat

Islam tidak berscdia menjadi wali apabila orang tua mempelai perempuan

tidak memberi kuasa. Dalam hal ini, agar perkawinan dapat dipandang

sah menurut hukum Islam, mempelai perempuan dapat mengangkat wali

73muhakkam.

Adapun cara pengangkatannya (cara tahkim) adalah: Calon suami

mengucapkan tahkim, kepada calon istri dengan kalimat, "Saya angkat

hapak atau saudara untuk menikahkan saya pada si ..  . (calon istri)

dengan mahar . .. . Dan puiusan Bapak atau Saudara saya terima dengan

senang. ” Setelah itu, calon istri juga mengucapkan hal yang sama.

Kemudian calon hakim itu menjawab, “Saya terima tahkim ini”.
76

Wali tahkim terjadi apabila:

1) Wali nasab tidak ada.

2) Wali nasab ghaib, atau bepergian sejauh dua hari agar perjalanan,

serta tidak ada wakilnya di situ.

73
Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Lslam^ him 45

Slarnet Abidin dan Aminuddin, MunakahalJilid /, him 93

Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam him 45

Slarnet Abidin dan Aminuddin, Hiqih Munakahai Jilid P him 93
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3) Tidak ada Qadi atau Pegawai Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk

(NTR).
77

d. Wall Maula

Wali maula, yaitu wall yang menikahkan budaknya, artinya

majikannya sendiri. Laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada

dalam perwaliannya bilamana perempuan itu rela menerimanya.

Perempuan yang di sini terutama adalah hamba sahaya yang berada di

bawah kekuasaannya. Menikahkan budak di sini bisa diartikan

menikahkan dengan orang lain atau menikahkan dengan dirinya sendiri

tanpa menunggu persetujuan wali lainnya, asal saja perempuan tersebut rela

menjadi isterinya.
78

Salah satu riwayat yang menerangkan tentang hal ini yaitu dari

Sa‘id bin Khalid dari Ummu Hukais binti Qaridh, ia berkata kepada

Abdur Rahman bin Auf; “lebih dari seorang yang telah meminang saya.

Karena itu kawinkanlah saya dengan salah seorang yang engkau sukai.”

Kemudiari Abdur Rahman bertanya: “Juga berlaku bagi diri saya?” la

menjawab: “Ya. Lalu kata Abdur Rahman; “Kalau begitu aku kawinkan

diriku dengan kamu.

Malik berkata: “Andaikan seorang janda berkata kepada walinya

kawinkanlah aku dengan orang yang engkau sukai, lalu ia kawinkan

dengan dirinya sendiri, atau lelaki Iain yang dipilih oleh perempuan yang

bersangkutan, maka sahlah kawinnya sekalipun calon suaminya itu tidak

dikenalnya lebih dahulu.” Demikian juga pendapat golongan Hanafi,

„79

77
Ibid,

7S
Ibid,

Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah Jihd 7, him. 21-22
79
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- SO
Lails, Tsauri, dan Auza’i.

Sedangkan Syafi‘T dan Dawud berkata, “Yang mengawinkannya

haruslah hakim atau walinya yang lain, baik setingkat dengan dia atau

lebih jauh. Sebab wali termasuk syarat pemikahan, Jadi, pengantin tidak

boleh menikahkan dirinya sendiri sebagaimana penjual yang tidak boleh

membeli barangnya sendiri.
81

Ibnu Hazm tidak sependapat dengan Imam Safi‘i dan Abu

Davvud, ia mengatakan kalau masalah ini diqiyaskan dengan seorang

penjual tidak boleh membeli barangnya sendiri adalah suatu pendapat

yang tidak benar. Sebab jika seorang dikuasakan untuk menjual suatu

barang lalu membelinya sendiri, asal ia tidak melalaikan maka hukumnya

diperbolehkan. la beralasan dengan sebuah hadits yang diriwayatkan

dari Anas r.a.:
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Diriwayatkan oleh Imam Muslim, Mewartakan kepadaku Abu Ar-RabV Az-
Zahrdnl mewartakan kepada kami Hammdd bin Zaid dari Tsdbit dan Abdul
Aziz bin shuhaih dari Anas. Dan mewartakan kepada kami Qutaibah bin
Sa’ld, mewartakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Tsdbit dan Syu‘aib
bin IMbhab dari Anas. Dan mewartakan kepada kila Qutaibah mewartakan
kepada kita Abu Awdnah dari Qatdddh Abdul Aziz dari Anas. Mewartakan
kepada kami Muhammad bin Ubaid al-Ghubari\ mewartakan kepada kami
Abu Awdnah dari Abi ‘Ustmdn dari Anas. Dan mewartakan kepadaku
Zuhair bin Harb, mewartakan kepada kami Mu'ddz bin Hisydm, mewartakan
kepadaku ayahku dari Syu'aib bin Al-Habhdb dari Anas. Dan mewartakan
kepadaku Mutiammad bin RdfT, mewartakan kepada kita Yahya bin Adam
dan' Umar bin Sad dan 'Abdurrazdk Semuanya dari Si^dn dari Yunus bin
‘Ubaid dari Syu'aib bin al-Habhdb dari Anas. Seluruhnya dari Nabi SAW :

Sesungguhf^a aku telah memerdekakan Sofiah dan kemerdekaan itulah yang
dijadikan sebagai maskawin Sedangkan di dalam haditsnya Mu'adz dari
ayahnya dLsebutkan : Nabi SAW Menikahi Sofiah dan memberikan
kemerdekaannya sebagai maskawinnya^^

83

Katanya; “Demikianlah tindakan Rasulullah. Beliau

mengawinkan bekas budak perempuannya dengan diri beliau sendiri,

sedang beliau merupakan sumber hukum bagi yang lain.”

Selain daripada itu Allah juga lelah berfirman:

AjYi h\f Joi:L
’’ Oi-' ’* ,» ' i ■'j, ..

*001 «
0 >

“Artinya: “Dan nikahkanluh olehmu orang-orang yang janda (duda)
diantaramu dan orang-orang yang saleh (mampu berumah tangga)
diantara budak-budakmu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka

K.i

Imam Muslim. Shdhih Muslim Juz I, ( Semarang: Thoha Putra, t.th), him. 598-599,
Adib Bisri Musthofa, Tarjamah Shdhih Muslim .Hlid 2, (Semarang: Asy-Syifa’

H4

, 1993),him 789
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dalam keadaan miskin m\caya Allah akan mencukupkan mereka deng
karuniaNya. Allah Maha luas RahmatNya dan Maha Mengelalmi.

an

Dengan demikian maka Allah tidak melarang mereka yang

menikahkan budak perempuan untuk dirinya sendiri atas dasar suka sama

suka dan saling rela dianlara keduanya.

E. Wall Ridlal

Apabila wall tidak man menikahkan vvanita yang sudah haligh, yang akan

menikah dengan seorang pria yang kufu' dinamakan wali ‘adlal^’''' Dengan

berdasarkan pengertian tersebut dapal juga diambil pcngerlian lain wali 'adlal

adalah wali nasab yang mempunyai kekuasaan untuk menikahkan mempelai

wanita yang berada di bawah perwaliannya tetapi ia enggan atau tidak mau

menikahkannya dengan seorang pria yang kufu\ sebagaimana layaknya wali

yang baik dengan tanpa alasan.

Izin nikah oleh calon mempelai tidaklah segampang yang diperkirakan,

karena masih ada saja wali yang tidak mau menjadi wali disebabkan tidak setuju

dengan calon menantu atau disebabkan hal-hal lain sehingga wali enggan untuk

menikahkan orang yang berada di bawah perwaliannya,

Apabila terjadi demikian, maka hakim berhak menikahkannya setelah

temyata keduanya setingkat {sc-kufu)^ dan setelah memberi nasihat kepada wali

agar mencabut keberatannya itu. Apabila wali tetap berkeberatan, maka hakim

berhak menikahkan perempuan itu.
H7

1
.1

Lain halnya kalau ̂ adluln fA itu karena sebab nyata yang diber.arkan oleh

Departemen Agama \, Al-Oiir'nn dan rer/enta/inya, him 549

Slaniet Abidin dan Aininuddin, I'Ujih Adunakalial Jilid /, him. 96

Sulainian Kasjid, I‘iqh Islam, Cel 48, (Bandi,nig: Sinar Algensindo, 2005), him .486
X7
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syara‘, maka lidak disebiit 'adlal, seperti wanita menikah dengan pria yang tidak

kufu’, atau menikah mahamya dibawah mitsil, atau wanita dipinang oleh pria lain

yang Icbih pantas {kufu) dari peminang pertama.

Menurut Imam SyalVi, Hanbali dan Abu Yusuf Muhammad seorang wali

tidak boleh mencegah pemikahan dikarenakan kurangnya mahar (sedikitnya

mahar) atau maskawiniiya berupa mata uang asing, apabila wanita itu mau

Sama halnya ketika wanita dinikahi dengan mahar yang nilainya

sebanding dengan mata uang asing tersebut atau tidak. maka seorang wali tidak

diperbolehkan melakukan ̂ adlal. Karena sesungguhnya mahar itu diberikan dan

menjadi hak dan ganti yang khusus bagi perempuan, maka wali tidak boleh

menghalang-halangi pemikahan tersebut.

xs

menenma.

89

Sedangkan Abu nanifah berpendapat bahwa para wali berhak melarang

untuk menikah bila mahamya tidak sesuai, karena sesungguhnyapara-perempuan

para wali mempunyai hak untuk menentukan mahar sesuai kehendaknya.

Wali yang "adlal menjadi orang fasik, karena "adlal adalah dosa kecil.

Untuk itu para fuqaha mengemukakan pendapatnya kembali berkaitan dengan

orang yang dapal mengganlikan wali ‘'udlal. Menurut Syafi‘i, Maliki dan

Hanbal), kalau wali yang dekat enggan mengawinkan perempuan kepada laki-laki

sejodoh dengan dia, maka yang menjadi wali ialah sultan atau hakim, bukan

90

yang

91
wali yangjauh.

Slainet Abidin dan Aminuddin, Pniih Mimakahat J-lid /, him. 97

Wahbah az-Zuhaily, A '-I 'ic/h al-Islumy Wa Adilkituh Juz /, him. 215-216.

Ibid., him 216.

Mahmud Yunus. Hukmv Pcrkawmcw Dakmi Islam Menurut Madzbah Sydfi 7. Hanafi.

Mciliki, Hcmhall, him 62

XX
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Sedangkan menurut Hanafi apabila lerjadi hal lersebut, maka yang

menjadi wali ialah wall yang jauh, bukan hakim karena masih ada juga wall

perempuan dari keluarganya. Telapi bila wali yang jauh enggan pula, maka

hakimlah menjadi wali. Oleh sebab itu baiklah hakim meminta izin kepada wali

yang jauh untuk mengawinkan perempuan itu.

Dalam KHl disebutkan bahwa wali adalah salah satu syarat sah nikun

nikah dalam sebuah perkawinan. Jika terjadi adanya wali "adlal, maka

pemecahan yang diambil adalah dengan menunjuk wali hakim sebagai pengganti

‘>2

wali yang sebenamya. Hal ini sesuai dengan yang tertera pada pasal 23 yang

Dalam hal wali "udlal atau enggan maka wali hakim baru dapatberbunyi

bertindak sebagai wali- nikah setelah ada putusan dari pengadilan agama

tersebut.

Sedikit berbeda dengan hukum Islam, sesuai dengan penjelasan dari pasal

23 KHl di atas, untuk menetapkan wali hakim haruslah ditetapkan oleh

Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal calon mcmpclai wanita.

Sebelum menetapkan wali hakim Pengadilan Agama akan memeriksa dan

menetapkan ‘'adlalnya. wali dengan acara singkat atas permohonan calon

mempelai wanita dengan menghadirkan wali calon mempelai wanita. Setelah

diputuskan, Pengadilan Agama akan menetapkan kepala KUA yang membawahi

calon mempelai wanita sebagai wali hakim.

Mengenai tata cara penyelesaian wali didlal diatur sebagai berikut:

1  Menyampaikan ke Pengadilan Agama persoalan keengganan wali.

‘>2
Ibid,,

[/iidang-UnJaiig Perkawinan di Indonesia, him 186
y.3



47

2. Lalu Pengadilan Agama akan memanggil orang tua untuk menanyakan alasan

keengganannya untuk menikahkan.

3. Bila orang tua mengajukan alasan tidak sekufu, maka alasan itu akan ditolak

sesuai dengan pasal 61 Kompilasi Hukum Islam. Tetapi bila alasannya adalah

calon mempelai pria berbeda agama. Maka, Pengadilan Agama akan

menguatkan keengganan wali tadi. Atau bisa juga diajukan alasan moral

seperti, suka mabuk-mabukan, beijudi, dan lain-lain.

4. Andaikata alasan wali dianggap mengada-ada dan tidak masuk akal seperti,

kurang tampan dan lain-lain, maka Pengadilan Agama akan memutuskan

bahwa w'ali hakimlah yang akan menikahkan.

Sebelum akad nikah dilaksanakan, wali hakim meminta kembali wali

nasabnya untuk menikahkan calon mempelai wanita, sekalipun sudah ada

penetapan dari pengadilan Agama. Apabiia wali nasab tetap "adlal, maka nikah

akan dilaksanakan dengan wali hakim.

94

94
lmp.///www.google, com



BAU in

GAMBARAN UMUM KUA KECAMATAN PURWOKERTO UTARA

Sekilas Tentaiig KUA Kecamatan Punvokcrto UtaraA.

1. Letak Geografis

KUA Kecamatan Purwokerto Utara inerupakan salah satu KUA

bciada di kola Purwokerto. KUA Kecamatan ini bosertaKecamatan yang

KUA Kecamatan lainnya yang berada di vvilayah kota Purwokerto didirikan

perlama kalinya pada tanggal 1 September 1990 semenjak kola Purwokerto

admini.slralif. Kota Purwokerto tadinya hanya merupakanmenjadi kola

sebuah kecamatan dan mempunyai satu KUA. Dengan berubalmya

Purwokerto menjadi kota administratif wilayaJi Purwokertokecamatan

terbagi menjadi empat kecamatan dan masing-masing dari kecamatan

KUA Kecamatan. Empat KUA kecamatan tersebut

adalah KUA kecanatan Purwokerto Utara, KUA kecamatan

mempimyai satu

diantaranya

Purwokerto Selatan, KUA kecamatan Purwokerto Barat dan KUA Kecamatan

Purwokerto Timur.

Purwokerto Utara tcrletak di Jalan Cemara 3, LimasKUA kecamatan

Purwokerto dengan menempati sebuah gedung bangunan seluas 90 m"Agimg

yang berdiri di tanah seluas 228 mk Gedung yang baru ditempati pada tahun

1997 sampai sekarang mempunyai 5 ruang kerja, 1 kamar mandi dan 1 dapur

berbatasan wilayah dengan :yang

: Kantor Koramil Purwokerto UtaraSebelah Selatan

48
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Gcdung Pusat Studi Bahasa Jepang dan Mandarin

Jalan Cemara 3 Limas Agimg

Tanali kosong

Dari awal bcrdirinya, KUA kecamatan Purwokerto Utara mengontrak

di Balai Kelurahan Perum Bancar Kembar selama kurang lebih 3 tahun.

Kemudian pindah dan konlrak di rumah Bapak Ahmad Saefudin di Perum

Limas Agung kurang lebih 2 tahun dan terakhir kontrak di Perum Bancar

Kembar hingga November 1997. Baru semenjak tahun 1997 inilah KUA

Kecamatan Purwokerto Utara mcnelap di jalan Cemara 3, Limas Agung

Sebelah Utai'a

Sebelah Timur

Sebelali Barat

Purwokerto.

KUA Kecamatan Purwokerto Utara berada di lokasi yang cukup

strategis, agak sedikit Jauh dari kebisingan kendaraan bermotor dan juga

terlihat nyaman dan asri. Hal ini karena didukung tata letak bangunan yang

kondusif serta keberadaan tanaman pelindung yang selalu memberikan

kesejukan dan kesegaran. Akan tetapi, walaupun begitu lokasi tersebut

merupakan lokasi yang sangat mudah dijangkau hanya dengan berjalan kaki

d: 5 menit dari jalan raya.

Tujuh wilayah kerja yang dibawahi oleh KUA kecamatan Purwokerto

Utara yaitu, Kelurahan Bancar Kembar, Pui-wanegara, Bobosan, Sumampir,

Pabuwaran, Grendeng dan Karangwangkal. Masing-masing dari wilayah

kerja tersebut di pimpin oleh pembantii Pcnghulu yang mempunyai tugas

' Wawancara dengan Kepaia KUA Kecamatan Purwokerto Utara (Mukhsin As-Shafikh),

tanggal 2 Desember 2005, di KUA Kecamatan Purwokerto Utara.
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pokok membjintu calon pengantin daiam mengurus administrasi kepala PPN.

Tujuh pembantu Penghulu Icrscbut, yaitu :

Kelurahan Bancarkembar : Ahmad Saefudin Saerun

: DartimKelurahan Purwanegara

: SulkhaniKelurahan Bobosan

: Sahruf BahrudinKelurahan Sumampir

: DarsoKelurahan Pabuwaran

: WarsoKelurahan Grcndeng

Kelurahan Karangwangkal

2. Fungsi, Visi dan Misi KUA Kecamatan Purwokerto Utara

Berdasarkan Keputusan Menteri Agam.a Nomor 517 Tahun 2001

pasal 2 tcntang pcnalaan organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan,

iLigas Kantor Unisan Agama Kecamatan adalah melaksanakan

sebagian tugas Kantor Dcpai-temcn Agama Kabupaten/Kota di bidang

Islam dalain wilayah Kecamatan.

: Slamet R. Riyadi^

maka

urusan agamti

Untuk msnyelenggarakan tugas tersebut diatas. Maka, Kantor

Urusan Agama Kecamatan Piuwokeito Utaia melaksanakan fungsi dan

mempunyai visi misi yang pasti.

a. Fungsi Kantor Urusan Agama

Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi.

Mcnyclcnggarakan surat menyurat, pengurusan

1)

surat, kearsipan,2)

pengetikan dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan.

dengan Bagian (Sugeng I>nUlno). .anggal■ Wavvancara ' _
10 Desember 2005, di KUA Kecama
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3) Melaksanakan pencatalan nikah dan rujuk, mengurus dan membina

masjid, zakat, wakaf, bailul maal dan ibadah sosial, kependudukan

dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan

yang ditctapkan oleh Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan

Penyelenggaraan Haji berdasarkan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

b. Visi dan Misi

Kanlor urusan Agama mcmiliki visi “Unggul Dalam Pelayanan

dan Bimbingan Umat Islam, Berdasarkan Iman, Taqwa dan Akhlak

Mulia”.

Sedangkan rnisi yang di miliki adalah sebagai berikut:

1) Meningkatkan pelayanan bidang organisasi dan ketala laksanaan.

2) Meningkatkan pelayanan tekhnis dan administrasi nikah dan rujuk.

3) Meningkatkan pelayanan dan administrasi kependudukan dan

keluarga sakinah, kemitraan umat dan produk halal.

4) Meningkatkan pelayanan tekhnis dan administrasi kemasjidan.

5) Meningkatkan pelayanan tekhnis dan administrasi ZIS (Zakat, Infak

dan Shadaqah) dan wakaf.

6) Meningkatkan pelayanan informasi tentang madrasah, pondok

pesantren, haji dan umroh.

Meningkatkan pelayanan lintas sektoral.^7)

I>ur/vokerlo Utara.
’ Dokumen KUA Kecamatan
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B. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Purwokerto Utara dan Job Deskripsi

1. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Purwokerto Utara

Organisasi merupakan suatu proses kerja sama yang syarat rencana

diantara orang-orang atau badan dalam suatu wadah yang sistematis, formal,

berfikir, serta bertindak guna mencapai tujuan yang telah ditenlukan.

Kantor Urusan Agama sebagai salah satu instansi yang bertugas di

bidang urusan agama juga memiliki struktur organisasi. Dimana dengan

adanya struktur organisasi tersebut akan menciptakan koordinasi yang baik

dan akan memberikan kejelasan dalam pembagian dan pelaksanaan tugas.

Sehingga masing-masing bagian dapat berperan secara optimal dengan tujuan

segala bentuk kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuaiagar

dengan prosedur yang berlaku.

Adapun struktur Organisasi KUA Kecamatan Purwokerto Utara

adalah

KEPALA

Drs. Mukhzin Ash-Shafikh

Tata Usalia dan

Keuangan
Pramu Kantor dan

Keainanaii
Pengad. Keinasjidan
dan Pengad, zakat,
wnkaf. dan IbSos

Pengadministrasian
Nikah Rujuk

Rolimah HamdiyatiJndra Sunaryati, BA Budi Warsito
Sugeng Prajitno

■' Ibid.

f
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Dalam pciaksanaan tugas harian, dibanlu juga olch satu orang

pegawai wiyata bakti. Yaitu Saudara Ulil Abshor, SHI. Hal ini dikarenakan

terbatasnya pegawai di KUA kecamatan Purwokerto Utara dimana masing-

masing pegawai banyak yang mcrangkap 2 tugar; sckaligu.s.

2. Job Deski-ipsi

Perincian lugas dari masing-masing unsur dalam organisasi KUA

Kecamatan Purwokerto Utara.

Kepala Kantor Urusan Agama

1) Memimpin Kantor Urusan Agama Kecamatan.
2) Menyusun rincian kegiatan Kantor Urusan Agama Kecamatan.
3) Membagi tugas dan mcnentukan penanggung jawab kegiatan.
4) Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan tugas.
5) Memantau pelaksanaan tugas bawahan.
6) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dan lembaga-

lembaga keagamaan.

7) Meneliti keabsahan berkas calon pengantin dan proses pelaksanaan
nikah, serta menandatangani akte nikah.

8) Melaksanakan bimbingan dan penyuluJian perkawinan, kemasjidan,
zakat, wakaf dan ibadah sosial.

9) Meneliti keabsahan berkas akte ikrar wakaf untuk ditanda tangani.
10) Menanggapi dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul

di bidang urusan Agama Islam.

11) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan.

12) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala Kandepag Kab/Ko.

b. Pengadministrasian Nikali Rujuk

1) Menyiapkan bahan dan peralatan kerja.
2) Mempelajari dan meneliti berkas permohonan nikah (Nl, N2 dan

N4).
Melakukan pemeriksaan calon pengantin dan mengisi forinulir NB

Menyusun j adwal pelaksanaan pemikahan.

5) Menyiapkan konsep pengumuman pelaksanaan pemikahan (NC)
Menyiapkan biiku akte nikah.
Mewakili PPN dalam melaksanakan pemikahan.

Menyiapkan bahan bimbingan pelaksanaan
bimbingan calon pengantin.

a.

3)

4)

6)

7)
pemikahan dan8)
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9) Menyiapkan rekomendasi/numpang nikcih untuk yang dilaksanakan
di luar wilayah KUA.

10) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan.
11) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan.

c. Pengadministrasian Kemasjidan

1) Menyiapkan bahan dan peralatan kerja.

2) Menyiapkan bahan bimbingan kemasjidan.
3) Menginventarisasikan jumlah dan perkembangan masjid, mushala

dan langgar.

4) Mempclajari dan mcncliti berkas permohonan l)antuan kepada
masjid, mushala dan langgar.

5) Mengikuti perkembangan pelaksanaan pembangiman tempat ibadah

dan penyiaran agama.

6) Menerima, membukukan dan mengeluarkan
mempertanggungjawabkan keuangan BKM dan P2A.

7) Menyiapkan bahan bimbingan pelaksanaan pemikahan dan
bimbingan calon pengantin.

8) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan.
9) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan.

d. Pengadministrasian Zakat, Wakaf dan Ibsos

1) Menyiapkan bahan dan peralatan kerja.
2) Menyiapkan balian bimbingan Zcikat, wakaf dan ibsos.
3) Menginventarisasikan tanah wakaf, wakif dan nadzir.

Menginventarisasikan data kegiatan ibadali sosial.
Membantu KUA memberikan bimbingan dan penyuluhan

pelaksanaan Zawaibsos.
6) Mengikuti perkembangan kegiatan Zawaibsos (statistik).

7) Meneliti kelengkapan berkas/fisik usul pensertifikatan tanah wakaf.
8) Membukukan/mencatat tanali wakaf yang sudah selesai

disertifikatkan.

9) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan.

10) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala KUA Kccamatan.

e. Pengadministrasian Keuangan

Menyiapkan balian dan peralatan kerja.

Menyiapkan rencana anggaran pembiayaon KUA.

3) Mencrima biaya nikah.
Membukukan dan menyetorkan uang NR ke Pos dan Giro

Menvalurkan dana bantuan dari NR kepada BKM, P2A dan BP4

Menvusun pertanggungjawaban keuangan NR.

serta

4)
5)

1)

2)

4)

5)

6)

t
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1) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan.

8) Melaporkaii pelaksanaan tugas kepada kepala KUA Kecamatan.

f. Petugas Tata Usaha

Menyiapkan bahan dan peralatan kerja.
Menerima dan mencatat surat masuk dan keluar.

3) Mendistribusikan surat sesuai dengan disposisi atasan.
Menata arsip KUA.

Mengetik konsep surat/naskah.
Menata buku-buku perpustakaan kerja.

Menyusun file pegawai.
Mencatat jadwal kegiatan Kepala KUA.

Mengatur dan menyalurkan tamu-tamu KUA.

10) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan.

11) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala KUA Kecamatan.

g. Petugas Keamanan

1) Menyiapkan batian dan peralatan kerja.
2) Menjaga keamanan dan ketertiban kantor.

3) Mengatur parkir motor.

4) Mengamati tamu yang berkunjung.

5) Melakukan pengecekan secara berkala.

6) Menaikkan dan menurunkan bendera.

7) Melakukan tugas-tugas khusus yang diberikan oleh atasan.
8) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan.

h. Pramu Kantor

Menyiapkan bahan dan peralatan kerja.
Membersihkan ruang kerja dan halaman kantor.

Menyiapkan minum para karyawan KUA.

Mengantar surat.
Menata dan merawat taman.
Memelihara sarana telepon, listrik dan air.
Melaksanakan tugas khusus dari pimpinan.

Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan.^

1)

2)

4)
5)
6)
7)
8)

9)

1)

2)

3)

4)

5)
6)
7)
8)

5

Uraian Jabatan Pada Kantor llrusan Agama Kecam^
Aparatur Departemen Agama R.I Sekretariat Jenderal

aUbtd, {Nairn Dan

Peningkatan Pendayagunaan
Tahun 1995/1996

tan, Proyek
J Biro Organisasi



BAB IV

ANALISIS PERAN KEPALA KUA DALAM MENGATASI MASALAH

WALI ̂ADLAL DI KUA KECAMATAN PURWOKERTO UTARA

TAHUN 2005

A. Prosedur Pernilcahan di KUA

negara Indonesia yang melangsungkan pernikahan danSetiap warga

beragama Islam haruslah dicatat di Kantor Urusan Agama. Pencatatan

bertujuan mevvujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat.

pakan usaha pemerintah agar dikemudian hari setelah

perkawinan

Hal ini juga

pernikahan, masing-masing pihak baik itu suami ataupun isten tidak ada yang

dirugikan. Karena dengan pencalalan perkawinan yang dibuktikan

meru

alcan merasa

Nikah, yang masing-masing suami-isteri mendapat salinannya,

salah satu

dengan Akta

pabila terjadi perselisihan atau percekcokan diantara mereka, ataua

jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukurn gunatidak bertanggung

mempertahankan atau

tersebut, suami isteri

memperoleh hak masing-masing. Karena dengan alcta

niemiliki bnkti otenlik alas perbualan hukurn yang telah

1
mereka lakukan.

pernikahan baru akan dapat dilaksanakan jika orang yangPelaksanaan

telah inemenuhi beberapa prosedur yang telah ditetapkan

berlaku. Piosedur awal yang harus dilakukan bagi orang

sesuai
hendak menikah

dengan peraluran yang

Islain Ji Jivionesia. (Jakarta : RajaGrafindo Penacla, 1995). him. 107.
Ahmad Rofiq,

56
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vang akan melangsungkan pernikahan di KUA Kecamatan Purwokerto Utara

memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat Nikah.

dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia

pasal 6 tentang pemberitahuan kehendak nikah, yang

adalah harus

Ilal ini sesuai

Nomor 477 tahun 2004

menjelaskan bahwa :

1. Orang yang hendak

atau Pembantu Penghulu yang mnwi

2. Pemberitahuan kehendak

sural pemberitahuan

menikah memberitahukan kehendaknya kepada Penghulu

ilayahi tempat pelaksanaan akad nikah.

nikah dilakukan secara tertulis dengan membuat

oleh calon mempelai atau oleh wali ataumodel N-7

vvakilnya.

Nikah menerima pemberitahuan tersebut,

memeriksa calon suami, calon isteri dan wali

menurut model NB. Ada beberapa hal yang

Nikah sesuai dengan pasal 7 ayat 2 KMA RI

i  Pencatat
Setelah Pegawai

maka langkah selanjutnya
adalah

ikahan
nikah tentang halangan perm

akan diteliti oleh Pegawai Pencatat

adalah sebagai berikut:

nikah menurut model N-I.

kenal lahir, atau surat keterangan asal usul

tahun 2004, diantaranya

untuk
1. Surat keterangan

suratatau
2. Kutipan akta kelahiran

calon mempelai yang
d

oleh kepala desa/pejabat setingkat menurut
iberikan I

model N-2.

mempelai menurut model N-3.

(ibu bapak) dari kepala desa/pejabatorang tua

kedua calon

tentang

del N-4.

3. Persetujuan

4. Surat keterangan

setingkat menurut m

r
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5. Izin tertulis orang tua bagi calon mempelai yang beluin mencapai usia 21

lahun rncnurut model N-5.

6. Dalam hal tidak ada izin dari kedua orang tua atau walinya sebagaimana

5 di atas diperlukan izin dart Pengadilan.dimaksud nomor

T Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belunr nrencapai umur 19

tahun dan bagi calon isteri yang bclum mencapai umur 16 tahun.

8. Jika calon mempelai anggota TNl/Polri diperlukan surat izin dari

atasannya/kesatuannya.

9. Izin dari pengadilan bagi suami yang

10. Akta cerai atau kutipan

mereka yang perceraiannya

Nomor 7 Tahun 1989.

11 Akta kematian atau

buku penda

terjad

surat keterang

hendak beristeri lebih dari seorang.

ftaran talak^uku pendaftaran cerai bagi

i sebelum berlakunya Undang-undang

kematian suami/isteri dibuat oleh
an

berwenang yang menjadi dasar pengisian
desa/lurah atau pejabatkepala

model N-6 bagi janda atau
duda yang akan menikah.

bagi warganegara asmg.

i  pencatat Nikah, kemudian ditulis dalam

untuk itu. Akan tetapi, apabila temyata hasil

halangan perkawinan sebagai dimaksud

terpenuhi beberapa persyaratan dalam

Pencatat Nikah memberitahukan kepada calon

vvakilnya Apabila pemberitahuan itu telah dipandang

syarat yang diperlukan serta tidak terdapat halangan

Pegawai

belum

12. Izin kawin dari kedutaan

diperuntukkan

adanya

Hasil penelitian

Isebuah daftar yang

menunjukkan

dan atau

maka Pegawai

penelitian

Undang-undang

pemeriksaan

wali nikah atau

menulii syarat-

suami dan

cukup dan me
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untuk kawin, maka Pegawai Pencatat membuat pengumuman tentang

kehendak melangsungkan pcrkawinan, menurut formulir yang

inenempelnya di papan pengumuman yang berada di

mudah dibaca oleh umum.

dilaksanakan setelah 10 hari sejak pengumuman

pcmberitahuan

telah ditetapkan, dan

Kantor Urusan Agama agar

Akad nikah akan

10 (scpuluh) hari scbclum Penghulu atau Pembantu

akad nikah, calon suami isteri diharuskan mengikuti

Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian

ditcmpcl. Dalam waktu

Penghulu meluluskan

kursus calon pengantin dari

Dalam memberikan penasehatan dan bimbingan,

dan Pclcslarian Pcrkawinan akan mendorong

encanakan pcrkawinan agar melakukan persiapan

Perkawinan (BP4) setempat

l^cmbinaanBadan Penasehatan

kepada masyarakat dalam mer

pendahuluan sebagai berikut.

1. Masing-masing calon
mempelai saling mengadakan penelitian tentang apakah

j u dan apakah orang tua mcreka menyetuj ui atau

hubungannya dengan surat-surat persetujuan kedua

mereka saling cinta atau setuju

Ini erat

●  dan surat izin orang tua, agar surat-surat tersebut tidak

merestuinya.

calon menipcl^* 'l l

hanya formalitas saja.
Uo meneliti apakah ada halangan perkawinan, baik

inn berusaha

maupun menurut perundang-undangan yangmunakahat

2. Masing-masing

■  niencegah teijadinya penolakan atau pencegahan

menurut hukum

Hal miberlaku.

perkawinan.

3. Calon pengantm

tangga, hak dan

in
incmpclajari ilmu pengetahuan tentang rumah

suami istri dan sebagainya.

supaya

Icewajiban



I

60

4. Dalam rangka meningkallcan kualilas keturunan yang akan dilahirkan, calon

memeriksakan kesehatannya dan supaya calon mempelaimempelai supaya

diberikan suntikan imunisasi tetanus toxoidwanita

Baru kemudian setelah itu akad nikah dilaksanakan dihadapan Penghulu

.emenuhi rukun yang ada. Seperti dua calon
atau Pembantu Penghulu dengan ir,

saksi dan ijab qabul. Pelaksanaan akad nikah
mempelai,wali nikah, dua orang

dtlakukan oleh wal, nasab, akan tetap, dalan, keadaan tertentu tanpa adanya

wali, wali nasab dapat mewakilkan kepada
pelanggaran terhadap syarat-syarat

Penghulu atau Pembantu

Pembantu Penghulu dianggap

Penghulu

me

atau orang lain yang menurut Penghulu atau

menuhi syarat. Setelah akad nikah selesai

suanii isleri menerima buku nikah dan
masing-masingdilangsungkan,

dianjurkan melegalisasi copy

akhir dari prosedur pelaksanaan

buku nikah. Penerimaan buku nikah ini merupakan

nikah sesuai dengan undang-undang yang

warga negaranya yang beragama Islam,

hukum, sudah selayaknya akad pemikahan

atas dasar saling percaya yang diucapkan

terseljut hams disimbolisasikan dalam

Indonesia bagiberlaku di negara

i  sebuah peristiwa

semata-mata

Sebagai

tidak hanya didasarkan
I'

ve.Wt.vt,Me«piJ>*Sakeperoayaansecara

ikah) sebagai bukti yuridis. Dengan demikian nilai
tcrtulis (akta

dua orang
T

antara

sebuah akta

 calon mempelai sebagai nilai yang berdimensi

dengan bingkai hukum sebagai landasan
dikawal keberadaannya

fomial. Se
legal

kepercayaan

moral harus
makin tinggi kemungkinan lahimya

dalam perkawinan dalam kehidupan sosial.
nilai kepercayaan

bersifatyang

pcnyalahgunaan
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i

maka bobot keharusan pencatatan perkawinan semakin besar dan pencatatan

sebagai sesuatu yang niscaya ada dalam proses perkawinan.'

dan hadits tidak ada referensi langsung yang

dan adanya buku nikah sebagai bukti otentik

sebuah pemikahan. Oleh karena itu, pencatatan-

Dalam al-Qur’an

menjelaskan tentang pencatatan

harus ada dalamyang

perkawman dan aktanya, bagi sebag.an masyarakat tampaknya masih merupakan

akibat

dalam kitab-kitab fiqh hampir tidak pernah

kondisi pada waktu fiqh ditulis.'

perlu untuk disosialisasikan. Boleh jadi ha! ini.suatu hal yang dianggap

pemahaman yang fiqh sentris, yang

dibicarakan, sejalan dengan

Penulis sendiri sepakat dengan pendapat para tokoh pada uraian di atas

keharusan adanya pencatatan dan akta perkawinan
mengatakan bahwa

h  ada dalam perkawinan bisa ditempatkan sebagai tindak preventif atas

yang

yang

hukum. Apabila ada pihak baik itu dari
kemungkinan pelanggaran

pihak suami yang tidak bertanggung jawab dengan

ataupun psikis. Pihak yang merasa dirugikan dapatfisik

kemungkinan-

pihak istri ataupun

melakukan kekerasan

Karena pencatatan dan akta perkawinan tidak hanya

■ dilangsungkannya pemikahan, pencatatan dan akta

haknya
mempertahankan

sebagai syarat adroinistrasi

dapat dijadikan payung hukum bag, para pihak. I
!perkawinan juga

walaupun pencatatan perkawinan dan aktanya tidak
Menurut penulis.

ataupun al-Hadits. Namun, pencatatan perkawinan

akta nikah merupakan suatu upaya yang sangat

dalam al-Qur‘an

dengan

dijelaskan

dan membuktikannya

  —  Negara: Wamna Keadilan Gender dalam Hukum Keluarga
2 Ridwan, (STAIN) Purwokerto dan Unggun Religi, 2005), him. 146-

A/aw, (Yogyakarta: Pusat Stu i

Ahmad RofiQ>

di Indonesia, him. 118.147
Hukum .3
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jelas mendalangkan maslahal bagi legaknya rumah langga. Hal ini berarti sejalan

dengan prinsip:

®  ̂ 0

l' ^ l" I *1

I

lehih didahulukan daripada manperolek kemaslahatan.Menolak kemadaratan

c_s^ f

rmJato« (permuran) pemermtah. h.rmtikan lerjamimiya kepentingan dan
kemaslahatan rakyat.

Berdasarkan

perkawinan dan aktanya yang

boleh scpanjang

kemaslahatan rakyat.

kaidah tersebut, dapat disimpulkan bahwa pencatatan

dilakukan dan dikeluarkan oleh KUA adalah

tidak ada dalil yang tegas melarangnya dan bertujuan demi

mengatur tentang pencatatan perkawinan dan

nikah, meminjam istilah tekhnis dalam epistemologi

metode islislah atau maslahat mursalah. Hal ini karena

tidak ada ketentuan ayat atau sunah yang memerintahkan

maslahatnya sejalan dengan tindakan syara’ yang ingin

Praktek pemerintah yang

dibuktikannya dengan akta

hukum Islam, adalah

meski secara formal

pencatatan, kandungan

mevvujudkan

Dengan

kemaslahatan bagi ma

analisis

nusia.

is tersebut di atas, dapat ditegaskan bahwa pencatatan

'I

merupakan

pihak. Menurut

k

'  P'

etentuan yang perlu diterima dan dilaksanakan oleh

ai-Syatiby hal tersebut memiliki landasan metodologis

perkawinan

semua

Ushutk^h, Cet. I, (Bandung : Pustaka Setia, 1999), him. 290.
di Indonesia, him. 121.^ Rakhmat jslarn

5 Ahmad Rofiq,
I
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yang cukup kokoh, yaitu qiyas atau mashha( nmrsalah yang merupakan dalil

dasar kajian induktif {istiqra ‘ i)^qath 1 yang dibangun atas

Faktor Penyebab Adanya Wali AdlalB. Data Kasus Dan

1. Data K-asus

memenuhi persyaratan atau prosedur yang telah ditetapkan

tidak selalu dapat beijalan lancar sesuai dengan

Untuk

oleh Kantor Urusan Agama

diinginkan. Ada beberapa syarat yang terkadang tidak dapat

tiia atau wali untuk menikah dikarenakan

apa yang

dipenuhi. Seperti izin dari orang

biasa disebut
enggan atau yang

dengan wali ''adlal. Di KUA Kecamatan

beberapa kaius wali yang enggan untuk
Utara terdapatPurwokerto

ja wali yang enggan tersebut akhimya mau

setelah ada upaya perdamaian yang dilakukan

Purwokerto Utara.

Hanya saja,

izin/menikahkan

menikahkan.

memberikan

oleh kepala KUA Kecamatan

ntoh kasusCOBeberapa
tersebut yang teijadi di tahun 2005,

adalah sebagai benkut:diantaranya

■  Jum‘at, 11 November 2005.

a. Akad nikah

;  379 / 39 / XI / 2005.
Akta NikahNomor

Pemikahan antara

I
●  Erikson Butar Butar dan Resti.

;  Jejaka dan Perawan.
Status

.  SMA dan SMP.
terakhir

Pendidikan

:  Sukamto.

Wali
● Wali nasab.

Status i ll

Ibid.,



64

Calon suami baru saja masuk Islam {mu 'alaf)

dan masih diragukan keyakinaniiya terhadap

agama barunya tersebut.

Senin, 19 Desember 2005.

Faktor penyebab 'adlal ;

b. Akad Nikah

423/ 16/XII/2005.Nomor Akta Nikah

Ruslan dan Murdiati.Pernikahan antara

Jejaka dan Perawan.Status

SD dan SMK.
Pendidikan terakhir

Sudirjo,
Wall

Wall Nasab.
Status

Faktor penyebab adlul
;  Calon suami asal tempat tinggalnya jauh dari

tempat tinggal calon isteri. Calon suami

berasal dari Lombok Timur sedangkan calon

isteri berasal dari Pabuwaran, Purwokerto.

:  Sabtu, 21 Mei 2005.

;  181/32/V/2005.

c. Akad Nikah

Nomor Akta Nikah

Pernikahan antara
; Kustoni dan Dewi.

;  Jejaka dan Perawan.

;  SLTAdanSLTA.

;  Kartodiharjo.

Status

Pendidikan terakhir

Wali

; Wali Nasab.

Status

Faktor penyebab

● Calon isteri masih belum selesai kuliah dan^adlcil ■

wali menginginkan calon isteri/putrinya
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tersebut menyelesaikan kuliah hingga

mendapat gelar kesarjanaannya.

Selasa, 30 Agustus 2005.

300/43/VIII/2005.

Marsono dan Mardiyah.

Jejaka dan Perawan.

SLTA dan SLTA.

Kusno Andrianto.

Wali Nasab.

Calon suami belum bekerja dan belum

mempunyai penghasilan.

Jum‘at, 15 Juli 2005.

238/20/VII/2005.

dan Tumirah.Sutarso

d. AkadNikah

Nomor Akta Nikah 'I

Pemikahan antara

Status

Pendidikan lerakhir

Wali

Status

Faktor penyebab ̂ adlal

e. AkadNikah

Akta NikahNomor

Pemikahan antara

Jejaka dan Perawan.

SD dan SD.

Kunto Sarjono.

Wali Nasab.

Status

terakhirPendidikan

Wali

Status

Faktor penyebab

antara calon isteri
Terjadi perselisihan

walinya yang disebabkan calon isteridengan

‘■adlal ’■

tersebut telah lama tidak inenganggap wali

sebagai orang tua.’

okerto Utara.purw
KUAkecamatan’ Dokumen
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Wali 'Adlal
2. Faktor Penyebab Adanya

Menentukan pasangan hidup yang akan menjadi teman meniti hari

mudah. Banyak berbagai macam hal yang
esok bukanlah suatu hal yang

Mulai dari tingkat ke^w/w‘an dengan parameter suku

status sosial. Hal ini dikarenakan pasangan hidup

perlu diperhatikan

bangsa, agama hingga

sangat penting dalam menciptakan

didirikan agar kokoh, damai, tentram

memegaug peranan yang

rumah tangga yang

yang tepat

sebuah bangunan

dan sejahtera dalam bingkai ma

Penentuan kufu atau

pihak kaum wanita.

t

tangan

waddah wa rahmah.

idaknya laki-laki yang melamar berada di

■  pjai ini dikarenakan kaum wanita punya hak

penuh untuk meneraskan

menolak lamaran dari seorang laki-laki.atau

kali banyak dijumpai seorang wanita yang telah

berdasarkan kesetaraan dan
Hanya terkadang senng

untuk men
memutuskan

entukan pilihannya

mendapatkan izin walinya untuk menikah
kerelaan dirinya

dikarenakan

penilaian tentang

yang akan me

hanya dipandang

sendiri tidak

walinya tersebut
menghendaki kesetaraan yang lain. Perbedaan

wanita dan walinya terhadap laki-laki

.  tersebut menjadi suatu kendala yang tidak bisa
nikah'. wanna

belah mata. Dengan adanya perbedaan ini tentunya akan

antara
kesetaraan

se

tidak akan dapat dilaksanakan. Karena izin
mikahan tetap

menyebabkan pe

keberadaanwali dan

dalam perkawinan menjadi unsur yang sangatwali

Herlaksunanyaperkawtnan.

kasus wali yang tid
penting demi

ak mengizinkan putrinya menikah
]Vlunculnya

wali "adlal, berlatang belakang dari beberapa
dengan

disebutatau biasa
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faktor. Baik itu faktor intern maupun extern. Beberapa faktor penyebab

^adlal di lingkungan KUA Kecamatan Punvokerto Utara yang

kemukakan berdasarkan data kasus yang telah disebutkan di

adanya wali

dapat penulis

atas. Diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Faktor Ekstemal

Faktor ekstemal yang dimaksud di sini adalah faktor yang

berasal dan calon mempelai laki-laki, Sepert.:

1) Faktor Agama

merupakan menjadi penentu baik atau buruknya

Agama membawa kebaikan bagi semua

Agama

seseorang. Karena setiap

untuk mengabdi dan menyembah kepada Tuhannya. Tidakorang

perlu diragukan lagi

dipastikan

i

be
agama

 ajaran-ajaran yang terkandung dalam suatu

rdampak baik bagi yang mengikuti ataupun

mempelajarin>a.

Islam sebagai
i  salah satu agama yang berada di muka bumi

begitu besar membawa umatnya untuk

kepada Allah SWT. Mentaati perintah dan

sebagai salah satu bentuk ajaran yang

dijadikan bentuk perwujudan rasa cinta

i misi yang
ini mempunyai

embah hanya

i  larangan-Nya

Islam bagi umatnya

meny

menjauhi

dibawa

.  cWT Karena hanya Allah SWT Tuhan yang hams
Allah bvv 1 ■

ada Tuhan selain Dia. Dosa yang paling besar

dalah jiks diantara mereka menyekutukan-Nya,

mengabdi kepada selain-Nya. Dikarenakan

dan tidak

umat ^

terhadap

disembah

diantara

menyembah, dan
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Allah adalah dosa yang paling besar akhimya halmenyekutukan

berpengaruh kuat kepada setiap umat muslim untuktersebut

berusaha fdak terjerambab ke dalam dosa tersebul.

tersebut juga menyebabkan timbulnyaPengaruh

wall untuk menikahkan putrinya ketika

tersebut adalah seorang mu'alaf.

tidak mau seorang mu'alaf pemah berada pada

seorangkeengganan

mengetahui calon suami putnnya

Karena mau ataupun

posisi menyekutukan
Allah SWT. Seperti terdapat dalam kasus

Butar-Butar dan Resti. SebelumEriksonantara

dilangsungkan, wali dari pihak pengantin perempuan

menyatakan keengganaraiya untuk

Hal ini dikarenakan calon suami dari putrinya belum

Sukamto

pemikahan

pemikahan

bapakyaitu

menikahkan.

berpindah keyakinanlama
memeluk agama Islam. Ketakutan wali

jika suatu saat

lama juga

kesalahan yang

laki-laki yang me

dikhawatirkan juga

suaminya-

pari penjelasan

sangat

entukan laki-

nanti calo

menjadi salah

jikabesar

meluk

agama

temyata

men

i kembali memeluk agamanya yang
n suami

kekhawatiran lain. Karena merupakan
satu

 wali telah menyetahkan putrinya kepada

agama yang beibeda dengan putrinya dan

akhimya putrinya tersebut tertarik mengikuti

di atas, maka jelaslah bahwa agama

mempengaruhi pertimbangan wali dalam

i-laki yang sesuai untuk menikah dengan putrinya.
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2) Faktor Ekonomi

Faktor yang selalu mempunyai peranan penting yang

dipercaya dapat memberikan kebahagiaan dalam kehidupan adalah

faktor ekonomi. Hal ini dikarenakan keadaan ekonomi yang cukup

memadai dapat menjadi landasan yang digunakan agar bahtera

kehidupan rumah tangga dapat terns berlayar. Oleh karena itu, tidak

melihat

dan

musahil Jika seringkali dijumpai banyak wali yang

kesetaraan dari segi maten.

suami harus dapat memberikan nafkahSeorang

Kewajiban ini harus dapat dipenuhi oleh seorang suami

merupakan tanggung jawab seorang isteri. Ini termaktub

keluarganya

dan bukan

dalam firman Allah SWT,jelas

»  ̂ f t' 0 ^ ^ " II " 1' '

"  Dan kewajiban ayah (suami) adalah memberi makan

^‘ pakaian Upada para >bu (u>,an) dengan cara yang

●raf. "(QS ^ma

beberapa hal di atas menimbulkan rasa engganTampaknya

wali untuk menikahkan jika dihadapkan pada kondisi calonseorang

suami putrinya
belum bekeija. Kasus ini terjadi pada pemikahan

dengan Mardiyah yang sebelumnya tidakMarsonoantara

■  n menikah dari bapak Kusno Andrianto sebagai wali
mendapatkan izm

wali enggan menikahkan putrinya dengan laki-laki yang
dikarenakan

bekerja.ia
belum

Karena secara tidak langsung wali menganggap

R 1 Terjemahnya, him. 57
** Departemen Agama



Wl

70

belum bekerja tidak dapat melakukan kewajiban untuk IIsuami yang

membenkan nafkah kepada keluarganya kelak.

dan contoh kasus di atas sangat jelas sekaliDari uraian

faktor ekonomi akan selalu menjadi

i wali dalam menentukan suami bagi

menerangkan bahwasanya

sangat berarti bagialasan yang

dipungkiri, dengan adanya harta dan

seluruh kehidupan keluarga dapat
putrinya. Sebab tidak bisa

bisa menopang
pendapatan yang

mcnciptakan

Faktor Tempat Tinggal

keluarga yang sejahtera.

3)

ia adalah negara kepulauan, untuk itu bukan

jika beberapa wilayah Indonesia

pulau yang jarak tempuhnya raemakan

letaknya terpisah jauh.

terpisah beijauhan tampaknya belum

wali untuk memberikan izin menikah

calon suami berasal dari wilayah lam yang sangat

tinggal putrinya. Hal ini terjadi pada pemikahan

adalah seorang laki-laki yang

Sedangkan Mardiati berasal dari

Negara Indonesia .

meiigherankan
sesuatu yang

mcnjadi beberapa

dikarenakan

wilayah yangFaktor

terpecah

waktu yang lama

ir oleh seorang
bisa ditolenr -

pada putrinya

dari tempatjauh

dan Mardiati. Ruslan

Timur.

Ruslanantara

i Lombok
berasal dan

Wali dari Mardiati yaitu bapak Sudiijo

menikahkan putrinya dengan

purwokerto

keberatan jika harus

Pabuwaran

sangatrnerasa

laki-laki yang

berasal. Hal im

tmggalnya jauh dari tempat tinggal putnnya

beranggapan dengan tempat tinggal

tempat

ini dikarenakan wall
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<l|i

mempersulit dirinya untuk bertemu ataupunyang jauh akan

bcrkomunikasi dcngan putrinya. Dapat dipastikan se.elah menikah

dibawa suaminya kembali kedaerahtersebut akannanti putrinya

asalnya yang jauh
Sedangkan kebutuhan fmansial ataupun

tidak sedikit untuk mewujudkan

bcrkomunikasi dcngan putrinya

non

ataupun

harus diperl ukan
finansial yang

bertemukeinginan

dilakukan.

calon suami yang berasal dari

mengakibatkan munculnya

i untuk memberikan izin memkah.

rasa

uraian di atas
Befdasarkan

sangat jauh
wilayah yang

waliseorang
keengganan

b. Faktor Internal

dimaksud di sini adalah beberapa faktor

i calon pengantin putri itu sendiri. Seperti:

internal yangFaktor

dan
berlatar belakang

Faktor Pendidikan

Di zaman yang

nierupahan
s

yang

1)
semakin canggih dan modem ini tentunya

sangat urgen. Semakin orang
uatu hal yang

i  semakin tinggi pula pengetahuan yang

itu, banyak sekali orang tua yangkarena

pendidikan

berpendidikan

dimilikinya-

berlomba-lomba

sebuah harapa"

pendidik^^

ting

Oleh

be

Iceba

gk

menyekolahkan anak-anaknya dengan

anak-anaknya akan tercipta.

ia terdiri dari beberapa jenjang

dasar hingga bangku perkuliahan.

rusaha

hagiaan

^i Indonesia

rnulai tingkatdan
pendidikan
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untuk melewati jenjang pendidikan

dikarenakan biaya pendidikan yang tidak murah dan

demikian ketatnya.

dianggap membuat mandegnya

dari banyaknya wali yang enggan

masih sekolah ataupun kuliah. Seperti

Kustoni dan Dewi. Wali dari

„empela, perempuan yaitu bapak Kastodiha^o sebdumnya

men.kahkan putrinya dikarenakan pendidikan yang sedang

di bangku kuliah belum selesai. Keengganan

wali takut jika pemikahan dilaksanakan

Ini terlihat

ketika

antara

If
Tidak semua orang mampu

tersebut. Hal ini

juga persaingan pelajar yang

terkadangPeikawinan

pendidikan.

menikahkan putrinya

terjadi pada pemikahanyang

calon

enggan

dijalani putrinya

tersebut juga muncnlkarena

sedang dijalani tidak dapat terselesaikan dengan
pendidikan yang

baik, Sebab wali

dengan

i khawatir jika putrinya hams menghadapi dunia

bersama-sama tidak
d

I
unia pendidikan

untuk tnenjalaninya, Hingga terkadang hams

Sedangkan keinginan utama wali dari

secara

perkawinan

berhasilakan

salah satunya
niengalahkan

putrinya
dala

kesaijanaan dapat diperoleh.

alasan di atas, ketakutan seorang wali jika

terselesaikan dengan baik dapat

h gelara

Berdasarkan

putrinya

nculnya rasa

tidak

mu
keengganan untuk menikahkan putrinya

Karena wali juga mempunyai harapan

pendidikati

merangsang

ekolah/kuliah

rhasildi dunia pendidikan.

ketika masih s

dapat be
putnnya
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2) Faklor Perselisihan

Perselisihan yang teijadi antara orang tua dan anak akan

menjadi tidak harmonis.diantaranyahubungan 1'membuat

●  n ini dapat dipicu dari beberapa hal yang melatar
Ketidakharmomsan mi dapa

tidak hormat hingga menyebabkan

lagi orang tuanya sebagai orang

hal yang paling utama dari beberapa

rasa
belakanginya. Tampaknya

tidak mengganggapanakseorang

merupakan suatu

meroicu terjadinya perselisihan. Kewajiban seorang

tua kandung

hal lain yang
tua. Menghormati baik itu

untuk menghormati orang

ataupun perkataan

anak adalah

yang tidak menyinggung
melalui perilaku

orang tua.
perasaan

hal tersebut dilupakan, sehingga rasa

tua terhadap anaknya memicu

Padahal orang tua dan anak

kadangkalaNamun

dendam orang
dan rasamarah

keduanya
diantara

individu yang

perselisihan

tnerupakan

tidak dapat dipisahkan. Ini bisa terlihat

selalu membutuhkan keharmonisan

tua sebagai calon pengantin
buah perkawinan yang

anak dan orang
dalam se

kesesua.ian antara

,,,„wali.Karenatanpa.z.n

dilaksanakan.

irin
dan

 dari orang tua atau wali perkawinan

putn

tidak akan dapat
berkaitan dengan hal tersebut teijadi

dan Tumirah. Perselisihan yang telah

vvali menikah kembali setelah kematian

ndapat persetujuan dari putrinya hingga

Sniah sam kasus yang

antara Sutarso
mikahan

pada po

muncul dikarenakan

tidak me:

lama

isterinya yang
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tersebut lepas kontrol dengan tidak
menyebabkan putnnya

menganggap bapak atau
wali sebagai orang tuanya memicu rasa

menikahkan putrinya. Karena telah

tidak menghormati dan tidak menghargai

merupakan sosok penting yangtua yang

balas dendam wali untuk enggan

tersebut
lama putnnya

ll
dirinya sebagai orang

d.butuhkan putnnya data, penukahan. O.uh ka.ena itu, rasa

nrenikahkan kerapkali munoul jika wali dthadapkan pada

sangat

enggan

II I

situasi tersebut.

Demikian
bisa penulis kemukakanfaktor yang

kenyataan yang teijadi pada masyaiakat di

Purwokerto Utara.

beberapa

berdasarkan pada damtan

ICUA Kecamatan
lingkungan

Meugatasi Masalah Wali ̂Adlal

enggan menikahkan putrinya

izin menikah kepada putrinya

kerapkali muncul menjadi sebuah

lOJA dalamiCepala
C. Upaya Penyelesaian

Terjadinya

dengan melakukan

berdasarkan pad^

dalam proses pen

^1,

iTiog

bebera

masalah

wali yang
-adM ntuu

niemberikan
ok

faktor yang
pa

d^ftaran perkawinan di KUA, Dalam lembar N5 yang

i hams diberikan karena hal
i calon pengantin putn

demi terlaksananya perkawinan. Akan

dan
in orang ̂ a

menyatakan izin

tersebut menjadi sesuatu

tua yang

untuk menj

wali hakiiTi-

ia
tetapi jika orang

tetap mogok

wali dengan

yang penting

sebagai wali tetap tidak memberikan izin dan

maka jalan yang ditempuh adalah mengganti

ia masalah wali 'adlal telah diatur

berperan

di

Indonesia

● Dalam hal wali 'adlal atau enggan maka
iTlOi

fCHI
dalam pasal 23
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i wali nikah setelah ada putusan Pengadilan
waii hakim dapat bertindak sebagai

Agama tersebut.^

sih dapat diselesaikan dengan upaya

i tidak akan berakhir di meja hijau

Masalah wali 'adlat temyata ma

masalah wali ‘adlal iraperdamaian. Sehingga

^ a^maian juga seringkali dilakukan oleh kepala
Pengadilan Agama. Upaya p

Kecamatan Purwokerto Utara yang memegang peran
ICantor Urusan Agama

dan pelaksanaan perkawinan

bidang pencatatan, pengawasan

i dikarenakan salah satu

Nama Dan

dari

Uraia
berdasarkan

penting dalam

selain penghulu. Ini

tugas Kepala KUA Kecamatan

iln Jabatan Pada Kantor Urusan

Purv/okerto Utara
Proyek Peningkatan Pendayagunaan

Jenderal Biro Organisasi Tahun

merupakan

R.I Sekretariat

menyelesaikan persoalan yang muncul di dan

Agama Kecamatan yang

Agama

menanggap»

Islam.

Aparatur Departemen

i
1995/1996 adalah

ID

bid

Kepala KUA Kecamatan Purwokerto

wali nasab terdekat merupakan wali yang

Dan juga

ang Urusan Agama

teguh bahwa

sangat berp
Utara memegang prinsiP

dan wali yangpaling utama

engaruh dalam pelaksanaan perkawinan.

masalah wali ^ adlal yang
i  terselesaikannya

muncul di bidang Urusan Agama Islam

demiitu,
Oleh karena

salah satu pe
rsoalan yang

purwokerto

i berikut;

melakukan upaya perdamaianmerupakan

Kepala KUA

dengan langkah-lang

Keca

Utara

matan

kah sebagai

 1* vU (.Nana D<m Uratau JahaU, Pa^ Kamor
’ lh,da,vd',nlangP^ pendayagunaan Aparatur Departemen Agama RJ
'» Doknmen Voyek Pf "*^996.

^Jiusati Agama Kecatna ’ ,jsasi Tahun
Sekretariat Jenderal Biro Orgai
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1. Memberikan nasehat.

nasehat, kepala KUA berpedoman pada ayat-

ulama. Pedoman ini

Dalam memberikan

al-Hadits juga pendapat para

untuk menambah keyakinan

Icarena salah satu

harus

wali bahwa

dari beberapa

k

ayat al-Qur‘an dan

 keengganaimya untuk
disamping

 faktor di atas masih

diluruskan, pedoman tersebut juga

menikahkan hanya

ekeliruan yang
merupakan suatu

dapat menjamin
in

disampaikan sehingga nasehat

Satu hal yang paling utama dipegang

Utara dalam memberikan nasehat

keabsahan nasehat yang

karangan semata

Purwokerto

pada ayat al-Qur‘an

anaknya yang

yan

terhadap

tersebut Jelas bukan

oleh kepala KUA Kecantatan

adalah berlandaskan

g menerangkan tentang

salah satunya adalah

ket,kadiatelahde«asa.

tua
kewajiban orang

menikahkannya

tukar pendapat.2. Melakukan
masing-masing pihak baik itu wali

untuk menyampaikan pendapatnya masing-

"adlal semakin

cara

i

; dilakukan denganiniUpaya

KUA
^adlal dan kepalayang

ni diharapkan wali yang

masukan-masukan yang lebih baik sehingga

merupakan keputusan akhir yangbukan

tukar pendapat
masing. Dengan

dapat terbuka dalam

^adlalnya-
keputusan

menerima

tersebut

ini temyata juga dapat menjadi suatu wadah

dan kepala KUA sehingga tidak hanyawali
ditempuh oleh

wall, upaya

warah antara

disampaikan

akhimya

P
diskusi dan musya

dapat

engalaman sebagai acuan hidup dari

menjadi bahan acuan yang dapat

menjadi wali yang semestinya.

pendapat yang

ihak pnn
masing-masing

‘adlal mau
tadinya

membuat wali yang
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3. Melakukan pembinaan.

Langkah untuk melakukan pembinaan
dilakukan, karena temyata

dikarenakan wali tidak mengerti
wali untuk menikahkan juga

ikahan. Untuk itu, pembinaan yang dilakukan terns

emberikan pengarahan-pengarahan mengenai

dengan pernikahan dapat membuat wali

m

berkaitan

keengganan

pemik-pemik pemi

dengan jalanmenerus

memahami dan mengerti apa yang seharasnya
berbagai inacam Inn yang

^adlnl semakin dapat

dalam pernikahan

yang

dilakukan
Sehingga, keputusan yang lebih bijak dapat

dianibil.
disesuaikan dengan faktor-faktor yangdilakukandi atas

Upaya-upaya

menjadi penyebab ^adlalv.^^

menjadi latar belakang
teij

i dikarenakan perbedaan faktor-fektor yang

wali 'adlal. Oleh karena itu, pemberian

disampaikan ataupun dilakukan

v/ali-

adinya

dan pembinaan yang

tujuan yang dicapai

I:

nasehat, tukar pendapat sama.
iai sedangkanberbeda kandungan

tetap tidak dapat ditempuh untuk-upaya di atas

maka jalan akhir yang
Akantetapi,jibafpay-

wali 'uJlat,

purvvokerto

‘’ctdlal

kasus
U

tidak

diambil oleh kepala

menyelesaikan

KUA Kecamatan

bahwamenyebutkan

adalah memberikan pemyataan yang

karena perkawinan tetap dapat

tara

ada gunanya

setelah ada putusan dari Pengadilan Agama.
dilaksanakan dengan

wali hakim
kemungkinan-kemungkinan yang

berikan gambara
akan mem

Kepala KUA jug^

bisaterjadi jil^
wa

i kemungkinan bunuh diri atau zina.
^adlal Seperti

telah d
li tetap

ilakukan Kepala KUA Kecamatan

i sejauh ini membuahkan keberhasilan.

terjadi pada tabun 2005 yang seluruhnya

yang

tersebut sampai

‘adlal yang

Upaya-upaya

Purwokerto Utara

Ini terlihat dari kasus
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hams sampai ke meja hijau Pengadilan
dapat terselesaikan dengan baik tanpa

Agama. Karena wali yang

walaupun terkadang

menjadi wali dalam pemikahan

dari pihak-pihak terkait yang

dan Perangkat Desa.

tadinya ^ad

mwali tersebut

Keberh

lal man menjadi wali yang semestinya

ewakilkan kepada Kepala KUA imtuk

asilan ini juga tidak terlepas atas bantuan

seperti Keluarga, Tokoh Masyarakat,dilibatkan

dilakukan penulis, upaya-upaya dalam

Sepanjang penelitian yang

wali 'adtal yang
dilakukan oleh kepala KUA Kecamatan

Nabi untuk selalu melakukan
menyelesaikan kasus

ina sesuai dengan ajaran
Purwokerto Utara disampmg -

diskusi, upaya
musyawarah atau

dapat ditempatkan sebagai bentukini juga

lain dengan jalan mengajak kepada

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT,

●t t * J o

umat Islam yang
kesadaran umat Islam atas

encegah kemunkaiankebaikan dan m

^1 dh3j0
✓ ® >

( 'I ● £ : jl

^ Santara kamu segolongan umat yang menyeru
klah n* “'“T ma'ruf dan mence^ah dar, yang

Tat Clang." (QS.AU Imran: 104).“r-orangy^f^b

henda'DanArtinya;

kepada kehajikan,
munkar. Merekalah orang

I

SWT tersebut d. atas, Dalam Q.S Al-Hujurat (9)

dalam firman-Nya tersebut

selalu ada dalam pergaulan antara

dimana

umat

Allah

berfirman yang

damai hams

Selain firman

Allah jngaayat; 10

menjelaskan

muslim. Finr.an terse

bahwa upaya

rsebut yaitu.

danTerjemahnya, him. 93
Agau’a

Departemen
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^  y ^

( ̂ * ; ol

yy if

> » ' ' 0 ^ i ̂  0 ^»" ' \ ' “ ' K ^ 1

Oy^'j, ;.Jij Ail IjH^'b bH 'W
●" o 4 y« I

rnukmin adalah bersaudara karena Hu
Artinya; “Sesungguhnya „ bertaqwalah kepada Allah supaya
damaikanlah antara kedua saiida , ,q\. in)

(QS.Al-Hujurat (9). W).

ada, upaya ini juga dapat disejalankan dengan

kami mendapat rahmcit

Dengan dampak yang

I

prinsip yang sama dengan adanya pencatatan perkawinan dan adanya akta nikah.

yaitu;

daripada memperoleh kernaslahatan

menyelesaikan masalah wali

hams ditempuh untuk

wali "adlal ini sampai ke
 yang

lah

13

lebih didahulukanMenolak kemadaratan

Oieh karena ,tu, upaya perdamaian dalan.

keharusan

wali "adlal s

langkah awal

ebelum masa
'adlal adalah merupakan

menyelesaikan masalah

Pengadilan Agama.

.  1999), him. 290.
Pustaka Setia,1^(Bandung

llshulbM^'
12 Ibid., him. 49.

Rakhmat Syafe’>-n
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BAB V :.\1- ;■
■■

PEN DTI! P ,/

A. Kesirnpulan

bab-bab sebelumnya, maka dapat penulis

bcrkenaan dengan pembahasan wall
Selelah diuraikan pada

poin periling yangsimpulkan beberapa

\tdlal, antara lam:i

diberi kekiiasaan atau kewenangan syard

i wall tersebul enggan untuk

i nikah dikarenakan berbagai

Hanya wali hakim yang dapat

Ual adalah zhalim dan yang dapat

Di Indonesia, wali hakim dapat

putusan dari Pengadilan Agama.

adalah Pegawai Pencatat Nikah yang

Agama melalui perintah Presiden

‘at

dullal adalah orang yang1 . Wall

akan tetapi
putnnya,

in men.kah atau .nenjadi wal

melatarbelakanginya.

menikahkan

memberikan izin -

sebab yang

bertindak menggantikannya

until IN.

macam
IKarena

dalah hakim

setelah adanya

-j wali hakim

zhalim a
menghilangkan

menjadi wali nikah

nienjadi
Sedangkan yang

telah diberi tugas

Republik Indonesia

2. Wali "acllal yang te

oleh Departernen

Purwokerto Utara disebabkan

eksternal. Faktor eksternal ini

di RUA Recamatan

l^ertarna, faktor

berasal dari calon suami, Tiga

rjadi

utanra.faktoroleh dua fakfor yang
'  'I

faktor yangnierupakan seperti calon
faktor eksternal adalah faktor agama

‘a/a/’dan masih diragukan keyakinannya

berlatar belakang suaim -i beliim

dancabangrupakan memelukme
j tJUiseor3.njpsuami yang  bekerja.
r ekonomi yangFaktwIslam.agama

80
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tinggal yang jauh. Kedua, faktor internal,

faktor yang berasal dari calon isteri atau putri

dua faktor yang merupakan cabang dari

ini dikarenakan calon isteri masih

tidak menghormati wali dengan

Dan kemadian faktor tempat

Faktor internal mi merupakan

^adlal. Sedangkan

adalah faktor pendidikan.

dari wali yang

faktor internal

persclisihan seperli putri yang

wall sebagai orang tua.

kuliah. Faktor

tidak menganggap

3. Kasus wali 'adlal yang

cara
diselesaikan oleh Pengadilan Agama

seharusnya

damai. Upaya damai ini
„asih dapat dilakukan upaya

ternyata sebelumnya

gkali dilakukan

memegang prinsip

untuk menjadi wali

KUA adalah seperti

melakukan pembinaan

oleh k
serin

teguh b

kepala

dan

Kecamatan Purwokerto Utara yang
epala KUA

wali nasab adalah wali yang paling utama
ahwa

j dalam pemikahan
Beberapa upaya yang dilakukan oleh

nasehat, melakukan tukar pendapat

ini tidak berhasil, maka

memberikan

tetapi jika jalanAkan

akan memberikan penjelasanUtara
purwokerto

ICecamatan

dampak yang

kepala KUA

berbagai macam

timbul jika wali tetap ^adlal.

bunuh diri ataupun melakukan zina.

mungkin

nielakukan

i, kenekadan pulriny»

akhir yang
,kan dilakukan adalah memberikan ancaman

karena pemikahan akan tetap

setelah ada putusan dari Pengadilan

Seperti

Sedangkan upaya
tidak ada gunanya

ikahkan
bahwa mogok meni-

dengan
dil

wali hakim
aksanakan upaya-upaya dalam menyelesaikanpenulis,

oleh kepala KUA Kecamatan Purwokerto

penelitian

dilakukan
Agama. SepanjunS

■adlal
kasus wall a-

sudah dapatUtara

mengemban ajaran agama Islam. Di mana
dikatakan
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■  l«li,

umatnya untuk mengajak kepada
Islam mengajarkan agar setiap

kebaikan dan mencegah kemunkaran.

agama

B. Saran-saran

Punvokerto Utara untuk terus meningkatkan

lain dalam mengatasi kasus wall ‘adlal

membutuhkan langkah-langkah atau upaya

1. Bagi kepala KUA Kecamatan

upaya-upaya

saat nanli

kasus

langkah-langkah atau

yang mungkin suatu
wa

lain demi terselesaikannya
ll 'adlal.

wall ‘'adlal juga

i pernik-pemik petnikahan. Untuk itu, Kantor

bergerak dalam bidang pemikahan

dikarenakan wali yang tidak

2. Dalam kenyataannya, terjadmya

mengenai
cukup pengetahuan

i  instansi yang

lebih meningkatkan

yangkut pemikahan

sosial
sebagaiUrusan Agama

sudah seharusnya

berbagai macam

Sosialisasi/pengarahan

i  diharapkanjuga

untuk

men
hal yang

dilaku

Akan tetapi.

isasi/pengarahan mengenai

kepada masyarakat umum.

setelah pendaftaran nikah.
bukan hanya

dilakukan pada kesempatan-kesempatan

kan

dapat

aktif dalam menyelesaikan

terhadap wali atau melalui

pihak. Sehingga dengan

terlaksananya pemikahan.

semua

lain.
ikut berperandapat

elalui pendekatanm

in diharapk^"

Baik

dapat

dapat mem

m

3. Calon pengantm

^adlal-kasus wali
enguntungkan

percepat proses
musyawarah yang

tersebut
perannya
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C. Kata Penutup

Alharnduimh. penulis panjatkan kehadlirat

taufik dan hidayah-Nya sehingga

skripsi ini.

kerendahan hati, penulis menyadari

Oleh karena itu, saran dan kritik yang

dan

Dengan mengucap syukur

telah memberikan rahmatAllah SWT, yang

penulis dapat menyelesaikan penyusu

Dengan segala kekurangan

bahwa sknps, mi jauh dari keseropumaan

senantiasa penulis harapkan.
membangun dari pembaca

Tak lupa penulis juga
i„„a

ima kasih kepada semua pihak
 mengucapkan tenma

kepada penulis

karya penulis

is dalam

semoga

 menyusun skripsi ini.
bantuan

lelah memberikan ini dapat bermanfaatyang

Akhirnya penulis

khususnya bagi penulis dan

berhara

pembaca padaumumnya.

p

Purwokerto, 23 Februari 2006

Penulis

NuruiMa!li^

NIM01264021
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Purvvokerto Utara (Mukhsin As-
V^'awancara dengan Kepala Kecamatan Purwokerto Utara.

kh), tanggal 2 Desember 2005, di
^  ● vtnsian Nikah dan Rujuk (Sugeng Prajitno),

Wawancara dengan Bagian ̂ ‘:’J?y^^”^gcamalan Purwokerlo Utara.

Purwokerto Utara.

wShafi

l anggal 10 Desember

Uokumen KUA Kecamatan
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pedoman wawancara

KUA Kecamatan Purwokerto
belakang berdirinya

1  Bagaimana sejarah latar

Utara?
dicapai oleh KUA Kecamatan

dan misi yang ingm
2. Apakah fungs;, visi,

Purwokerto Utara?

3. Bagaimanakah prosedur pendaft

Purwokerto utara. muiaidaritahap

4- Jika menemui pengantin ya
^a

berlaku di KUA Kecamatan

hingga pelaksanaan

‘adlal, apa langkah awal yang

Purwokerto Utara?

tindakan untuk mengatasi kasus

nikah?
nikah yang

awal pendaftamn

li nikahnya

KUA Kecamatan

nielakukan
dilakukan oleh Kepala

akan berupaya

biasanya

5. Apakah Kepala KUA

wall W/i//tersebut ? seorang wali?

dilakukan oleh Kepala

semestinya (wali

akan
7 rnembuat

-faktor yang

langkah apa

Apa sajakah laktor

2- Tindakan dan langkah

sajakah yang

fuenjadi wali yang
lUil mauUic

tadinya
KUA agar wali yang

nasab)?

Dari beberapa kasus

Dikarenakan beberapa

altematif-alternatif

Purwokerto Utara?

iO. Dalam menangam

biasanya dilibatkan ●

w

la

i  ka

faktor apa?
serins terjadiditoenakan

arita/biasanyaali

faktor yang

pakah ada upaya khusus atau

KUA Kecamatan
berbeda-beda, a

oleh Kepala
dilakukan

in yuns

sajakah pihak-p.hak terkari yang
;  ■aJIalwahsus
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Model N

Nomor Urui Folio:nikah
5«.|

(00. floo
V. MASK AW IN

I. Bcriipa apa clan bcrapa
2. Penibavarnn (unai/lmtang)

VI. PERJANJIAN PERKAWINAN

Jika acia perjanjian scbiitkan

VII. TAKLIK-TALAK

Sesudah akad nikah suaini -

laklik lalak (yaytidak)

VIII. Jika suami/i.stri anggoia angkaian bcrscnjaia.

I . Pejabat pcniberi izin
2. Nomor dan langgal sural

i^embacadanmc

ii 'l

nandaiangan,

, ■ I
rr:....rTi

IX. Jika pcrkawinan campuran

I. Instansi pcmbcri kcterangan
2. Nomor dan tanggal sural _

id'
diwakilkan kcpada:

r ●

dilangsungkan,
akad nikah

Jika calon suami liclak badir

'● 7 Agama
3. Warganegara .j.^„^pai
j. Pckcrjaan

2. Tanggal sural kuasa

●X.

linggal

diwakilkan kcpada:
kah dilangsiingk‘''_

Jika wali nikah liclak haclir wa^'tu
1 . Nama ^ Aganm
3 Tcmpat linggal. Warganegara
5. Pekerjaan
7. Tanggal sural kuasa

 .fPNcfWMf-H....£^,fTA:fo
■■■" ...urnAtA

^^PPN/wakil PPN"ynn^®‘'-S'^‘'2"^‘
I . Nama
3. KUA Kecamaian

Xlll. Jika yang mcnghacliri
I. Nama
2. Tempal linggal
3. Nomor dan ianggalkfP^_2-

■

X IV. PPN yang mencaiat
I. Nama
3. KUA Kecamaian

Jabatan Saksi II

(CtUMlAHubt,

2  Umur
.  Againa , .● itc/AtTA...;..

^V. SAKSI
1 . Nama

3. Warganegara
5. Pekerjaan
6. Tempal linggal

^Vl. Jika akad nikah, dilangsu^'S
sebutkan alamai lengkap

hi nik^*!’- ■Mbalai

_ scbuikan : TT.WTaclilan rrTTT'

^Vli.jika pcncatalaii nikah 'j,|^an
I . Pengadilan yang
2. Nomor dan langgal —

6. PPN/Wakil PPNTanda lan^ 5. Saksi II
4. Saksi I

2. IstnI. Suami

id^istr'.sua.

un.uk

nikah ini lelah dibuat ku“P^^ po'‘P . nngsungkau
'’®ugan model NA : sen huruP ■ dih §

PPN membubuhkan ’
akad nikah dihadiri oleh P

balai nikah ataudi luar

Cat aian :



iff I

AKT
Nomor:..

h'h'.
 tahun ....t5^^,

●

,buhn
S!^.'!^.. tanggal

nikah sebagai bcrikut:
Pada hari ini

tclah dilakukan pencatatan   I

■. aI. Telah dilangsungkan akad ni^ah ^^Hdanpukul
P^T hari, tanggal. bulan, lahun (Hijnah

II. SUAMI
1, Nama lengkap dan alias
2. Tempat dan tanggal lahir
3. Warganegara
5. Pekerjaan ^ pendidikan terakhir

4. Agama

.  6. Tempat tinggal ' beristri)
8. Status sebelum nikah j ai bckas isin

S^oX'anSSal sura.

. ..i^.
  -ZI

talak, kutipan buku pcndaftaran cerai atau ak

i '!'

i;

Jika masih beristri:
Berapa istnnya

b Nama istri atau is.n

nomor dan tangg

9. Persetujuan (ada/tidak ada) ^.^paj umur

10. Dispensasibagiyang^^
a. Yang memben d'S^"
b. Nomor dan tangg pa,

IL izin bael ya"S ,r '^
a. Yang memben izm
b. Hubungan keluarga
c. Sebab
d. Nomor dan

12. Orang tua kandung
a. Nama
b. Warganegara
c. Agama
d. Pekerjaan
e. Tempat tin^

i-istrinyaa.

21 tahi umur

tanggal surat

?

;:|

19 tahun

un

; i ' i

: I
I ' .

k-

●  ■■ll/v/-APTA

t'

HI. ISTRI j „ ,,ias
1. Nama lengkap dan a a.^
2. Tempat dan ungg 4.
3. Warganegara pendidika"

Agama

6. Tempi, tinggal (perawan ^^ggafbekas suam. ;

S^morda"^

9. Persetujuan (ad^»^a'‘^iuni mencapa
10. Dispensasi dispeasas'

terakhir

buk

16 tahuni umur

a. Yang memberi rat

b. Nomor dan^angg^^^^pgpa.
I

i

zin bagi ya"® izin

tanggal

b. Hubungan
c. Sebab

taiaic. icutipan buku pcndaftaran cerai atau ak
u pcndaftaran

rrrr
T..n

21 tahun umur

ibu

d. Nomor dan
Icandung

surat ● 1

12. Orang tua
a. Nama
b, Warganegara
d. Pekerjaan
e, Tempat tingg

■  c. Aga""'*

f^ASA.?:
al wali/sel’a'’

Hubungaf
b/hakim) j' Bin

alias
IV. WALI NIKAH

1. Status wall (nasa _
3. Nama lengkap ,gbir
5. Tempat dan tangg 7.
6. Warganegara

8. Pekerjaan ^—■
9. Tempat tinggaj______^^-^-
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Model N 1:

NIK AH Nomor Urut Folio: ..

/.

g>/iAs;V. MASKAWIN

I . Bcnipa npa dan bcrapa

2. Pcmbayaran (tunai/hutang)

VI. PERJANJIAN PERKAWINAN

Jika ada pcrjanjian sebuikan

VII. TAKLIK-TALAK

Sesiidah akad nikab suami mcnibaca

laklik lalak (ya/tidak)

VIII. Jika suami/i.slri anggota angkatan ber.scnji

I . Pcjabat pembcri izin

2, N'omor dan tanggal .sural

dan

Jika pcrkawinan campuran

1 . Instansi pembcri kctcrangan

2. Nomor dan tanggal sural

nicnandatangani ^

, diwakilkan kepada:
dilangsungkan

akad nikab
Jika calon suami tidak hadir
' ■ Nama

3. Wargancgara ^ -
5. Pekerjaan

2. Tanggal sural kuasa

X.

inggal

diwakilkan kepada:
kah dilangsungkan

Jika wal i nikab lidak hadir waktu

;■ 4; Agania
3 . wargancgara ^ Tempai
5 . Pekerjaan
2. Tanggal sural kuasa

k

XI.

tinggal

pp.AtrrMogus5&.e?.....v.^^-
:   ̂

ad nikabmenghadin a
'  2. Jabatan^II. PPN/Wakil PPN yang

I . Nama
3. KUA Kecamatan

^^II. Jika yang menghadiri akad
I . Nama

2. Tempat tinggal
3. Nomor dan tanggalkfP^J—___

nikab
pPN

pembantu

I sjDiJw

^ IV, PPN yang mencatat
1 . Nama
3. KUA Kecamatan

2  Jabatan

Saksi I ^2. T.b

 :

nikab.

"VvlXv.
"P^o’/Va.W/?..('..41/.SAKSI

I . Nama

3. Wargancgara
5. Pekerjaan
6. Tempat dnggal

^  sebutkan alamat lengknp_—

pencatatan nikab berdnsu^^

2  U

d

niur
4, Aganin

balaii lunn
,ilnn, .sebutkan :

pengadilan' ^
putusan

^Vll.Jika
g PPM / Wakil PPN _Tanda tai^ 5. Saksi II

4. Saksi I
i Nilyab .4.3 Walt

Ut2. Ist'tI  Suami. tc

Tanda taagan PPN *)

w
[Tli-1 ■' “

nikab ini telab dibuat kutiP^^'^^^nor po^P°'‘''
^'^gan model NA : sen hurut- . ● n

i nikab atau
di luar balai mi.sungkan

anny-'LppN.ntu
1  tang

perTibabPN membubuhkan tanda
akad nikab dihadiri oieh . I

C:
-■ ‘laiim ;
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AKTA
Nomor●* ^

tahun . .*?<?7Vr3D bulan
tanggal

telah dilakukan pencatatan nikah sebagai bcrikut . _

Pada hari ini .

!● Telah dilangsungkan akad nikah :

hari, tanggal, bulan, tahun (Hijri dan

Ih SUAMI

1 . Nama lengkap dan alias
2. Tcmpat dan tanggal lahir
3. Warga negara 4. Agama

Ma

5. Pekerjaan p^ndidikan .erakhir
6

schi)dan

. Tempattmggal atau beristri)
8

pu

. Status sebelum nikah 0=jaka, j ^ j

ku

Jikaduda: a. Nama dan tempat tmggal b=kas
b. Tanggal menjadi duda
c. Bukti cerai berupa

akta kematian/surat

(

^/^(L'Sdvo —^rr:r.

t' /CMP---
£' m

H..  ̂6(yrJA
M.

l

■ i

"-

.  ■ b.ku pendafiarantaiak. kutipan buku pendaftaran cerai atau
 akta cerai, kutipan

keterangan mati)

Dari instansi

Nomor dan ^
a Berapa istnnya

istri-istnnya
Jika masih beristri :

b. Nama istri atau isi
c Yang memberi izm,

■  nomor dan tanggal s^'tat

9. Persetuiuan (ada/tidak ada)

10- Dispensasi bagi yang belum me
a. Yang memberi dispensasi
b. Nomor dan tanggal surat

I I . Izin bagi yang belum mencapa^^^^^^
a. Vang memberi izin °-
c. Sebab
d. Nomor dan tanggal surat ,

12. Oranglu.kandung  "

19 tahunI umur

21 tahun
kcluarga

a, nL.
b, Warga negara c. Agama
d. Pekerjaan  '
e. Tempat tinggal ^ 2-- ^

/=A,^AAAA/ /Sc^

  y-TM-fr
  . . . .

■

' ll. ISTRI

1 . Nama lengkap dan alias
2. Tempat dan tanggal lahm
3. Warga negara

5. Pekerjaan pendidikan
6 . Tempat tinggal , ,„^rawan atau jandat
8. Status sebelum nikah (P ^pat tingg'

a, Nama dan temn

b. Tangg.'
C Bukti cerai

akta kematia
Dari instansi
Nomor

9. Persetujuan (ada/tidak
10. Dispensasi bagi yang j

tera

al b

daJikajanda :
(akta

l^eteran
berupa
n/surat

al surat
dan tangg
ada) i urnu

mencapa'

a, Yang memberi
b. Nomor dan tanggal => _

Izin bagi yang belum
Yang memberi izm

ggal surat .

Hubun
meI' l .

a.
c. Sebab
d

khir

suaini
talak, kutipan buku pendaftaran ceraj atauekas

buku pendaftaran
cerai, kutipan

niati) . ■
gan

16 tahunr

2l tahun
ncapai um i^arga

gan'"
/SC^JU

. Nomor dan tan

12. Orang tua kandung
a. Nama

b. Warga negara c.
d. Pekerjaan
e. Tempat tinggal

^V/7l1 NIKaTT . . y 2. Hubun^**"

Agama

I . Status wali (nasab/hak.m) ^ g^p

3. Nama lengkap dan a la
.3. Tempat dan tangga
h. Warga negara
8. Pekerjaan
9. Tempat tingg-a

li/sebab :

'. A . . .
■ ■ ■

wa

Agam®7.

L



MoSilN

. SINomor Urut Folio
^-3 /

;pflo-opo,-V. MASKvWVIN

1. Berupa apa dan bcjapa

2. Pembayaran (tunai/hutang)

VI. PERJANJIAN PERKAWFNAN

Jika ada perjanjian sebutkan

VII. TAKLIKTALAK

Sesudah akad nikah suami membaca
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Apabila icrnyata dari hasil iicnici

,  mcmoi iksa v.al"ii
dimak.sud ; ‘ ^ p^-nghulu aiau
daliar ,Kiiicnks..J"

i kalian. ●ill hal. iiinik

(2) P

1V,ahan mciiiii
bclum dipumili i ipa

clihui ilaluii>an
■jliahiPembaiuu I’cnc

halangaii pcnii
dan aiau

but scgcra
l■Uawina^

lull tcr.sc

0)

atau iieraluran pcrundang -

j^'^‘i>yaiaian/kctcnUian icrsc-
^^Pada calon suami dan

model N-8.

Ish
Pasal 7

,-akilnytt

ran den
pasal 10 ^idakbolch bcricniang

4 di alas kertas
Luk suanii

ada setiap pcrkawi iuin.
kcnibali.

di,a,KlaU.ngani scch.1.

; bcrmcic: ;'.!
i, kedua uiuulikci|'>

●Ijiiiia un

●kawiiiaii
«)

.imd.ang-u''da'’=
at (1) di

a a>'

suami isiri yang mcngadal
(V Islam dan peraturaii per '

^ '^panjian sebagaimana li
incnurul peraturaii ‘^pa

I

n

teiiga untuk Penghul'-* dan -e

^|^‘j^‘'tjian taklik talak bukaii s
(4) letapi sekali taklik talak s

yang inengikrarkan sigb^^ ^

(5) dilaksanakan. Mcnteii

da
; u

iaiij(3) .atu pei'J .

udah dipei-J^^

taklik talak ditetapkan oleh tigak

“

b

iigan
tuk ponn

i-"’ )':"'8
iikan ti

diaiigf^J
aklik talal-

su

ll®’'’ dafiar pemeriksaan, Al) d.w ^ '
'"'^‘Saimana dtoaksud pada ay“‘ ^

uat rai\-
.  lumbar |ier

adilan-
e

iibdiadakaii p
dicabut

wapi’
dak dapai

all bila
S^^P ^

inaii/taklik lalakerkawiniiaii pk-
ada perjaiij

(6)

V 7]s!SA81ba^
PAH DiSPeIZIN

’UJIJAN,

dai.
tu) laluin. bai usca

- kedua

meiicaP‘
ab i> ^ .

^2) "^^^^'kahan hams didasark*.
a

I P^bila seseorang calon
●  '^*^apat izin kedua orang

m

atas pet' i
n

elaiemp
tua. alon i.sti'i

bclas) tahun dan c
-1 dari pengaddan.pasal 12 -bilau

dispenses'
19
idapat

/
Seseorang calon suanii bek

L  ‘^'^‘^^apaiumurl6(enarnbeia^

met

6
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Pasal 13

calon menipelai

hcndak
bcrkcwarganegaraan asing

kclcang^'n dari iiisla.is. .«e.u„ui^P^ibila salah seorang atau kedua

''^elangsiiiigkan pcrnikahan di Indonesia, dipci

b'Jkuni yang berlaku baginya-

- menurut hokum yang berlaku

^iniaksud pada ayat (1) dapat g

^'^karajiya di Indonesia.

Surai kcieraiagan sebagaiinana dim

^^lasa Indonesia oleh pcnerjeinah lesnu.

baginya n

aksud pa

■lukan sui

keierangan sebagaiinana
●wakilan,«da .pe,

(1) dan (2) dkerj.
kicinahkan

da ay

(') Jika iun
dibual olch pej

c dalain

BAB VI
-J IBNDAB

;  Ilk AH

penolakan hi
idah

arat-syarat yang
arcnolak pclaksanaiur

bersangkuian seita

gkulan dapalbc'-san

a 1 1Pa.s -icnubi sy
cliharuskaii

kepada yang

idak mem
p^jnghulu

nolakan

(ernyaiii t>

pembanui .diadakan pemeriksaan
'^‘Hniukan, maka Penghulu atau
P'^uiikalian dimaksud, d^ngata
2'asan peaolakannya menurut n

'^^diudap penolakan sebag^
'^^^ngajukan keberatan kepada peng
●'^Pabila

dan

naemb

aimana
o

memermPengadilan

surat pe
erikan

lodel (1), y^^>^2ada ayat
ianaksud P

-’teiupat' Pcnglnilu aiau
<● niaka

 add an se
laksanaan

gkaii p
ci in0)

intu Penghulu diharuskan nm

VIIBAB

PENGUMUM'^'^' Penghulu
odd HC.

PcinbaiUu
an menurut m

atau
penghulu

Hah dip's'"'; g„ psagumu"'

-'Pabila peisyaratan deim" d
pj ^^^‘^gumumkan kehendak m

'*^guniuman dilakukan:

■  Oleh Penghulu di
I'liecamatan tempat tingS

●  Oleh Pembantu Penghulu

pengumuman ditemp-

ak

atau iiCecam
al ua

asinga
dali dd

duh)

noasiug'

ro(seP“
ITIU

dib
selan^aJ

Su elkaia

di K.L1Aakan danilaksanan

■akat Linuim.
 oleh masyai

VIII

BRldll
k

1’
Al lAMBAB

pEWOh langsungkanniuk me■at u
■al 1^ uhi s>uualienpas

lidaK m-
ihak y»"®ada Pabila

''‘uikahan dicegali, ap
'  "'"'ikahan.

''I
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(2) Peiicegalian pemikalian diaiukan ke pcngadilan atas daii’^ke ba^vah,

3kan dilalvsajiakan oleh piliaic kcluarga dalain gaiis ^  j-m pejabat yang diuinjuk

'vali nikali, wali penganipu dari saWi seorang calon mcmp.n

serta pihalc-pihak yang berkepentingan.

PencegaJi memberitaliukan juga : .

l^ersangkutan tentang usalia pencegahan

^lemberiialiukan adanya permohonan pcnceg-

^ ^ J^'^kcegaJian pemikalian dapat dicab^ut Q[eh yang

l^embali permohonan pencegahan pa ap ^^gaali

Pemikalian tidak dapat dilaksanakan apabda pen

Pcnibmitu Penghulu yang
Penibaniu Penghulu

inu-masiug calon“'--“St- -
au

menarik
pcngadilan atau dcngan

niencegah.

belum dicabut.an

pasal 17

Penghulu atau Pembantu Penghulu ̂  . pgi-syaratan

●^enyaksikan pemikalian sebelum clii
12 Kep

Penghulu atau Pembantu

●^^engetaliui adanya pelanggaran
PencegaJian pemikalian.

Panghulu d“;”;;®hSsya"aT

utusan ini.

dan

mclangsungkan, niencaiat atau
scblgld-na diatnr dnlan, Pasal 7

nielangsungkaii
●iiikalian -

bila
peniikahail

lidak ada

 P«

nieskipnn

(1)

bab
niicah

pasal IS

tidak bold'

AltAD

nikah sebelum 10
duluskaiinie

ala-san )’ang
'^^ghulu atau Pembantu Pengkeil^^

b) ^'epuluh) hari sejak peng^n^einiain p
eng

P

ecualian terhadap jangha ^

'ut(ada a>

P

(3) P^^ting, diberikan dispensasi olel ^ kurs
waktu .0

nikali, calon suanai j^starian 1
'r^asehatan, Pembinaan dan

suatu
tlisebabkanl)

lu ineluluskan
in dari BadanembaiHu Penghu

calon penganun

setcnip at.

r Javva yang
Peng

pembantuI,.
Slid ah

dilakoanaican f dSd'hab^;

(2) tingg"'“ pdal«h»‘S
yang hadir pada td"“> penghulu

(3) 19 O'®™.!’-'"” Pen'bh"‘“
^'^el

"rgadekat.pegawaiKa^^.b^^.b.
^  mkah dilakukan oleb ke _ ,y

u

ni peirr

I  akad nikali dii^ksa^^^ pengk^^^^^ i-e
iiiemberitahukan ^^^^japatku^ nahul’^

kon

(6wj s ^^8^1 calon istri untuk nne ^^pada „hul’^

.  uasab dapat mewakilk^^ Peng^
■  menurnt Penghulu atau

Islam,
bcragania

meiiurut hukuni.

sebagai saksi .

barns

;;rsya,-ai-^y‘-"d
ditcnniadapat

calon istri aiau Nvalmya
mewilayain tempamaka

luluilu yang
at(l)

'uSi
Jasi uikab.

ubaiitu
menicn

ay

P
per

ieu
lain

hulu atau oraiigeng
uhi syarat. /

atau
aiangg^P

8



in tidak mcnipunyai wall nasab, atau

(7) ditetapkan dengan kcpuiusana^'at

I'enghulu menjadi wall hakim karena calon pengant

walinya mafqud, atau adhal.

Dalam hal adhalnya wali sc'oagaiiuana
Pengadilan.

tcrsebut pada

Pasal 20

(1) dilaksanakan di luarnikah dilaksanakan di KIJA Kecamatan o

g befsangkutan

Penghulu.^^^35 pcrmintaan calon pengantin yang
KUa Ivccamcitan dengan persetujuan

PcinbanlLi 1
I’cnglHiki atau

(1)
suami dan wali wajib datang

P^rfawaktu akad nikah.

^alani hal calon suami atau

'^^Wakilkan kepada orang labi.

^'^^bil sebagaimana dimaksud

® *^h Penghulu atau Penibantu

‘^Pabila calon suami atau wali bera

wali ti

aka la dapal
akad nikah, ma waklu

0 da< a disahkan■at kuasa yang ,
pepubl ik IndonesiBengali siu^

Pci-wakilan
a

dikuatkan
leh Kepala

at (2)
atau 0u

di luar ncger*-

baca dengan
<.sanakan.

^ lain, 111 aka
pgiighulu atau

niclalalkan

taklik uilak
PcmbaiUu

oaiitm
0) nika

Vbiia pada waktu pemcriksaan
^^^agaimana dimaksud dalam Pasa

balam hati dan menandatanga

^Pabila waktu akad nikali .suami
p aca dan ditandatangani

(3j i^'^gliulu tempat akad
^Pabila dalam pemeriksaan
'Alkali

'^'^Pacla pcngadilan agar persetuj

-  :an
ni

eiiibaca
i Liaiisuami tidak mau m

nia

,bul kep laii
lain

i  sete
akan.

nikali lelal'
d

‘’datalXni’ .k.l
an

teiitunk

BAP ^
TATAN

pasal 23

.  p datunS ^

akan melaks=^akmi^ru isir,

PENCA

be

1  ghulu yang mewilayahi
.  _^^‘aagan rujuk (model P-' )■ . istri '

(il) ^.^ikk dilakukan dengan pe>s^|
''I) ‘.^‘^8hulu atau Pembantu Peng .gebut

(I)

A
,,^;^naketentuan sebagaimana gnanm
■f^Sucapkan ikrar rujuk, k

^ '^^Aatataa rujuk.
\  i;newilayabi -

i
altingg

i  tempath

rUJ’P^

pulu atau Pembantu
i  talak dan suratada Peng

akia ceraiistri kep
aibawarsania

deng-an
Penghulu.

atau pembantu

nreni lai syai
(3) terpen

aksi nien^

..,t-sy
Lih

and

arat mjnk.
.i

m
atangani

a:
istri

■Lijuk.iadiaii i
aiat kej U

 nrenc
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menasehati suami ist.ri
Pembaiatu Penghulu

bcrkaiian dengan rujuk.Setelali rujuk dilaksanakaii, Penghulu atau_ _

lentang hukum-hukum clan kcvvaj iban suaini isln  y L

Dalam hal rujuk dilaksanakan di

oleh Penghulu, suami istri, dan saksi-saksi

r)alan

b

ICeKUAdi luar
1  hai rujuk dilaksanakan

ujuk diumdatang
am

uku pencatat
an r

R.
rujuk●iksaanpcinci

saksi-saksi dalam
„  daflar

ami isU'i, dan
cainaUm

Penghulu, sLi-Peinbanlu
'llitandatangani oleh Penghulu atau
model RB. kepada suami dan isin.diberikan

model RA segeraKuti ink menurutpan buku pencatatan ruji

Pasal 24 ●iksaan i'ujukdaftar pcinci

, Penghu'!*-
i surat-snrat

kepada Peng'***'*'
b peinbantu

Qleh Peinbantu

:

■angan

i
Lin

Penghulu.
Pengholu

el RB

 oleh masing-masing suam.
^alam hal rujuk dilaksanal
jlibuat rangkap dua menurut
tstri, saksi-saksi dan pembant
bembar

^‘tlinan puiusan pengadilan
dan lembar kedua disintpun

^'^tigirinmui lembar pertdina
'^mbauiya 15 (lima belas) hari

-^Pabila lembar pertama model
^ttlinan daftar lembar kedua, u
PP-rtcima tersebut hilang

can
n

model RB diserta
dikinm

pertama

,od
t

n
se

P_

■ aklo ccrai, dan

dalam buku penc-
;ataian

(2)

sclamhal-
dilaksanakan

Penghulu membuat
,bab-sebab lembar

ulu

Peinbantu

rbencrangk**"
akaelah rujuk. rusak, matau

acara yaui(4) B hilang
berita

Recamaian
model RC

rta^ak menurut
pasal 25

gait tentarrg
'"gliulu membuat surat ■“b‘i!lllf*diteniP*>t P'

™'ngirinakannya kepada ^^ta rujuk mu*
k

p

epada suami istri diben dengm^

'^k!*n,i dan/atau istri atau k***J" terjadinV
’"

a

sebut datang ke pengaddah '*●"
hikali setelali diberikan catat.

.an

daftaran rujuk
mbali bukuke

buku pen
inengambil

raian
(2)

MIRAH
STATUS

,„e.ierima buku .dka'i.da^
pasal 26 nikah ban

buku nikah.

status bukan
nienge

■ ngal
.'“im kabuP"inuKak-*

u

tm a

.lead

; melange

<aa*=^::;nieiegaB-2
uuk kepei

duarkan -
bcrkcpentingan,
Rlcota, provinsi

i

tei

n'
■

*^4

1'

gi suami istri yang .
kepada suami istn . atau ^

hai legalisasi buku rUA ^

.̂geri dapat dilakukan oleh ^ enghul^^'^
Sala KUA Kecamatau Y icepet

^^jabat yang membidaugi legalka'
pelua^' lukahB

I^^Si suami istri yang ^^^^gelua^k^ ^darrg^
,  Kecamatan yar^g nacub ^

"^^
10

pejabatditingkatpuaa^^

oleh Rcpala
seiempal^ dilakukan

Kccmnatanikalm)
ala KbJA

ailuan.

i buku n
. hep ,
kcpeugl

/

;  i



, r in/rinri'i claii alcaii melangsungkan

yang masih berstatus_belimY,menik^^jan^ s^,,at kctcrangan status
P'^niikalutn dan atau kepcrlumi lain di uar nc , p^jabat cli lingl<^al pusa y

*14uka„ oleh Kepala KUA Kccaiiiaian sclempal M

%mbidangi masalah kepenghuluan. ,i legalisasi buku nikah

ha, pencatatan nikala dan rujuk dUaksan^^ ̂  ParwakOan Repu

fukan oleh pejabat yang membidang.
*»«ia setempat, atau Kepala ^ masalah kcpe g
^«<epamingan. atau pejabat di tingkat pusat yang

hsgi mercka

i

BAB XII

, pehdaftaran
CEIRAI GUOAT

pasal 27

dilaksanakan cli

p  setelali alcad nikah model X p j^sanaan

CBRAITA

PENCATATAN NIIOkH
DAN

da
i wilayXrnya

Pp

jimndatengan
.^‘^Shulu mencatat akad nikali yang
‘^^odelN.

v^ali nikala, dan saksi-sakst
dan dalam halaman 4 pada

0) ● . helai per

J

-taiu

'^ghulu membuat akta nikala ^ ^jeh' I^^"^

A:^‘4pat, helai kedua j nihali-'

(I) p^^^^^layahitempatpelaksanaan
(5) menandatangani buku

nikala.

Nikali menurut model NA
VPada

setelali c
ditandatattga

t
suami dan istri

LAK

nikah menurut
lani akta

suarm

i U* ,d“toh“ai KUA

'“‘‘'Xakidi.ikaltdi luarKUA

I-CUA Kecamatan

pengadilan yang
disimprrJ^ pada

kepada
a

iCccaiuatan

diberikansegera
pengbrilui  oleh

"'

.
,,linan peaetapan

dalam buku
rsebut

meiieidiia
;aian teM-i setelali

tingga^ daftar

yang mewilayahi ^-^na salhian putusan

'‘'Milan tentang cerai talak ^ dalam buku
**) ! ''‘'‘ftaran cerai talak menurut m ‘ perc“

S

'!) P

«m mewilayahi p^P^eWajibah . .ebagaim^ta dimaksud pada

„  Milan tentang cerai guga '^^del C- , eerai gugat
6) a‘ '●aftaran cerai gugat menu utR^^pendaftahh

,  ayb* Pendaftaran cerai pensh“
'^) AU)dan(2)ditandatangam^ ^3bae‘^dila«

Sum tempat pelalcsah^-.^^
,, cerai talak atau sU niku u tenV ^- j
'  ̂ catatan pada 'o . ^yat ( ’ ^gadila^^

^ebagaimana dimaks^pu.usan P-
AtanggaidannomorpehutuP

kejadiaii perceraiantaiigg^"^^

U

L



il

BAB Xlll

PENCATATAN NIEAM W/

l)| LUAR NEGERl

Pasal 29 ;  dilakukan scbauaimana
-wIm di I Liar ncg^M-i

Inciop.esia yang ^m Indonesia,

.liarMcnlcriI'enciin,,., elengan

VX/99/01 Taluin 199‘^l\ warganegaraIk

Llalam Keputusan Bersama

l^epublik Indonesia Nomor 589 Ga jun

PeUinjuk Pelaksanaan Perkawinan ai-

ikcgai

bab xiv
H, pENDAPTAK

: BRAIT

SARANA PENCATA'P.

CERAI GUGAT, CATAI
'AN R

nil-h, .ku, nik»l, iniku
daftar pcmciiksaan

Ibrnuilir lainnya

pasal 30 'iksaan

cerai gagai,

M-ujuk sciia

-mei
claPtai- pe-

sarana

buku pe‘Kecamatan disediakan ̂

, dan kutipaa

cerai
KUA

‘Pkah, buku pendaftaran

buku pencatatan laijul

^^bagainiana contoh terlanipP ●

dan buku sebagainaana

lembar pertama dan ^<-1

diparaf.

^T-ana dan formulir nikah dan

aaiauin
buku

diberi nomor

dan lombar
akan

dipergun
Recainaian

^beluiu

; Rcpalaaiu
RUA■  ,ada ay

aitanclaianb

(2)

ada kaiiwran P
iuk disiniP(3) ruj

danas.
dcngaii JO

(1) diuin-s u
■ul' balok.-;0 a>uU

s dciig
mengg

an a tail
lulis tanganunakan

dan formulir sebagui‘i
'"'^“dgunakan tinta hitam, ‘

^kulisan sebagainaana
'^'^‘‘'ggunakan kompuier.

P
ada(■)

diniaksu
sal 32

dan

aiiuauapa bag^;C
bUpL' ■ lujuk.aneriksaan

araf Pengkulu.
uadilau.sail pong

●  akta, ,0) claPai- pe.

dibubuhi p

i dciigau pulu

a

dafianPe
’''

akan
‘^gbulu wajib mengg'J^'*

(2) iRHl),
(3j ’"'iibaniu Penghulu menS8“

(4) coretan atau perubal '

akta, dan buku tidak

,iksaau n
-arkandafta’’ P

;an l»ny“

■iadaktin P^-'

a
all

lersebut dakim
dan buku

●sangkuiau.

status.

al33pas
bei Xatat

dibcrika"

icaiaia"
Ic

(I) ●tiLialP'nbullJ
iiP'i'B P"‘

JX’ghulu dan Pen^LaPtu
G) 7^al 30 ayat(l) sesuai kc

^
iTior

^oloin catatan dalana buku

an

12 ●i**,



Pasal 34
licalat clihaclapan yang

but sebeluni pelaksanaan
lial-lial yang ̂

alaian lerse_atau Pembantu Pcnglulu incmbacakan^

'^‘^‘'kepeniingan agar dapat dlmcngerti kebenaian p<-nc

P^iiandatanganan formulir.

^^■abacaan sebagaimajia ters
^'aiengei-b oleh yang bersangkuian.

cbut pada ayat (1) hams
pporicmahkan clalam bahasa yang(2i

1 borsama dcngaiialum cl isinipan
Tartar ink tiap I

,  P'^4ieriksaan nikah dan daliar pcmei i
'^‘hiniiya diberi nomor.

; K

BAB XV
BlJXU NIXM

SPESIFIKASI

Pasal 36

■ bahasa
a dan Ingans.Indoncsi(1)

dibuat dalam 2 (dua).b^^hasa
B ukuran; panjang

dan kindcngan

^htuk Buku Nikah dan fsi: g guku pers^’i^' ^
'  ̂eniuk Buku Nikah adalah ^^tas dan bawa luau

1

; margin

7,50 cm dan lebar 12,50 dihhung "^"""‘lietakkan di niasing
0 ,50 cm; dan margin tengah 0 ga yang arg»’ Nikah Isui
S ampul muka terdiri dan .|p%awah 3 00 ^,p,ah Suann/Bukn

^l^hran: margin atas "<> garuda Indonesia- dibauisi olch

,  'leasing 1,20 cm; di atas ' nasin.g-.-'‘^‘‘;V4 x 10,80 cm

a
ah cieiigan

b.

ai
^  ̂au dibawahnya terluhs puluh) na'ahia berukma , ^^^^aipe

^agian dalam terdiri dan 1 ( niasiag'‘^^^^^*^^hei-isi  ' aasihat iColom kcdua

Jatas pinggir/bingkai sehmgg ^ 'Tmgan Agama, ICccamatan
fan 7 ,00 cm x 10,80 cm. N tang Umsan^^^ g

asmallah, Surat An-Nisa ay^ 1^^ ^,ta snam. Perisi: sen,
f<^nsi: Republik Indonesia, ku p^ovmsi, a l cm- I- ° ^,ya akad mkah,
P^rwakilan RI, Kabupaten/Xot ’^^^^p^g-masing^ pukul ddang ^“;,^^pelai ,,,na dim

^stri sebelah kiri; ukuraia bertepa^"^-derisi: ^..vakilan Rk P^^hu U'

hari. tanggal, bulan » X di>i"SS“'
l^^ntitas mempelai berisn ^^^.j^.vXnam ^ buku nikah ^  ̂ ^p^d
Jtteiuitas wali. Kolom status ^ tauda ten doa se.
^olom keenam berisi catatan^^ merupaP^Volou^

,  l^olom kedelapan dan sei ^ersangh-n
pada KUA Kecamatan yai g

d b, , ‘Vkah.
idensenbei Upa ■ igib

huruhgan

- menggunakan P^^^gRa^ebany^
f^omor porporasi dengan a g fot ^
^

s

^ninating pada lembar yn .^^g^i-i-^asin _
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